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} Sambutan Kepala BKKBN

Kependudukan dan dinamikanyaenjadi salah
satu isu strategis dalam pembangunan di
Indonesia. Undantyndang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga mengamanatkan tentang
pentingnya pembangunan manusidgndonesia

seutuhnya, meliputi semua dimensi dan aspek

kehidupan manusia, termasuk di dalamnya
perkembangan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan

keluarga.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus
mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan berkelanjutan.
Perhatian khusus tersebut tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi
juga dari pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penerapamomi
daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk berkomitmen tinggi dalam
merespon setiap permasalahan perkembangan kependudukan yang
kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan yang harmonis. Untuk itu,
perencanaan dan Kkebijakan pembangunan yang meng¥ati harus
didasarkan pada data kondisi penduduk agar pembangunan dapat dinikmati

oleh seluruh penduduk.

Salah satu persoalan kependudukan yang dihadapi saat ini dan perlu
mendapat perhatian dalam pembangunan kependudukan adalah disparitas.

Disparitas pembangunan terjadi di hampir seluruh aspek/pilar
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} kependudukan Hal inimenjadi tantangan pembangunan secara luas, baik
antara bagianbarat dan timur Indonesia, antar provinsi, bahkan antar

kabupaten/kota pada satu provinsi. Integrasi dan sinergitas program
pembangunan berwawasan kependudukasgrta harmonisasi kebijakan
menjadi suatwrgensidalam membangun pendudukdonesia saat ini agar
terjadi pemerataan dan prinsipo one left behinadlalam pembangunan bisa

terwujud.

Laporan Kependudukan Indonesia ini menjadi alat refleksi bersama terkait
pelaksanaan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan

pembangunan, sekaligus pendorong kerjasama lintas sektor dan partisipasi
masyarakat dalam membangun manusia Indonesia yang unggul saat ini dan

di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kependudukan Indonesia 2023 ini dapat

bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih.

Jakarta, 12 September 2023
Kepala BKKBN,

=

Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG. (K).

\
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} Sambutan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Dalam menyiapkan penduduk berkualitas menuju
Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan upaya

menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk

&

dan penurunan angka kematian, pengarahan
mobilitas  penduduk, peningkatan kualitas
penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sehingga
negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh bagi
pembangunan dan ketahanan nasioredrtamenikmati hasil pembangunan
secara adil dan meratgarmampu bersaing dengan bangsa lain untuk dapat

tetap eksis.

UndangUndang Nomor 52 Tahun @9 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengatur bahwa
pembangunan merupakan tanggung jawadmerintah di semua tingkatan.
Sdain itu, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan kembali menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah harus secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sesuai dengan peraturan perundarggangan dengan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas.

Sekaitan dengan dua amanat tersebut, Laporan Kependudukan Indonesia
menjadi salah satu upaya BKKBN untuk mengintegrasikan laporan
pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan oleh berbagai sektor

dalam rangkamenuju Indonesia Emas 2043idak hanya itu, Laporan

Vi
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} Kependudukan Indonesia menjadi sarana bersama untuk mengamati

perubahanperubahan di bidang kependudukan dengan berbagai isu strategis
yang menyertainya, sepertpenurunan fertilitas, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, serta penataan persebaran

dan mobilitas penduduk

Akhirnya, diharapkan Laporan Kependudukan Indonesia dapat bermanfaat
sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian pembangunan
kependudukan secara berkala tiap tahunnya sekaligus sebagai pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang resporeifiatiap

dinamika penduduk dan kependudukan di berbagai tingkatan wilayah.

Jakarta, 12 September 2023
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN,

-~

Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng

Vi
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} Pengantar Direktur Analisis Dampak Kependudukan

Laporan Kependudukan Indonesia merupakan
laporan pelaksanaan pembangunan kependudukan
yang disusun oleh BKKBN dalam rangka
menjalankan amanat UndarAdndang Nomor 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga dalam melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang kependudukan

secara luas dan meliputi program/kegiatan lintas kementerian/lembaga.

Laporan Kependudukan Indonesia 2023 ini berisi gambaran dinamika
kependudukan Indonesia pada tahun 2023 yang disertai dengan tantangan
dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, baik
pusat maupun daerah untuk dapat mewujudkan simeginkronisasi dan

harmonisasi berbagai kebijakan. Laporan Kependudukan Indonesia 2023
disajikan dengan merujuk pada lima pilar pembangunan kependudukan yang
meliputi pilar Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Pembangunan
Keluarga, Persebaran dan Madlaii Penduduk, sertapilar Penataan

Administrasi Kependudukan.

Secara umum Laporan Kependudukan Indonesia 2023 ini memetakan hasil
pelaksananan pembangunan penduduk oleh lintas sektor, gambaran kondisi
penduduk tahun 2020 beserta tantangan yang dihadapi pada setiap pilar
pembangunan kependudukan, serta memberikan rekadasi kebijakan
yang dapat dilaksanakan. Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi

ini diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari data kependudukan

viii
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} Badan Pusat Statistik (BPS) dan lapdagporan hasil pelaksananaan
pembangunan dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan lima pilar

kependudukan.

Kami berharap Laporan Kependudukan Indonesia ini dapat dimanfaatkan
sebagai alat monitoring dan evaluasi pembangunan lintas sektor, sebagai
rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan di masa depan. Harapan
besar lainnya, dokumen ini dapat menjadi saramastuk mensinergikan,
mensinkonkan dan mengharmoniskaberbagaikebijakan pembangunan
manusia lintas sektor.

Terima kasih.

Jakarta, 12 September 2023
Direktur Analisis Dampakependudukan,

Dr. Faharuddin, SST., M.Si.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika kependudukan selalu menjadi perhatian utama karena
merupakan salah satu dasar perencanaan pembangunan suatu negara.
Perserikatan Bangsa Bangsa (2022) mengestimasi bahwa pada tanggal 15
November 2022, penduduk dunia telah mencapai 8 (delapan)rrjiika
penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa
pada tahun 2020 sesuai hasil Sensus Penduduk 2020. Per tanggal 24 Juni
2022, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya
disingkat Ditjen Dukcapil) memperkirakamlah penduduk di Indonesia
sebanyak 279,36 juta jiwa (Kemendagri, 2022) sehingga menempatkan
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di
dunia. Selama 25 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan akan mengalami
pertumbuhan pendudukyang sangat besar sebanyak 67 juta jiwa
(Bappenas dkk., 2018). Dengan jumlah maupun penambahan penduduk
yang besar, maka Indonesia akan temenerus berhadapan dengan

berbagai masalah terkait kependudukan.

Secara umum, dinamika kependudukan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu
fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas bersifat menambah jumlah
penduduk akibat kelahiramlan mortalitas bersifat mengurangiimlah
penduduk akibat kematian.Selisin antara fertilitas dan mortalitas
merupakan pertambahan penduduk yang bersifat alamiah. Sedangkan
migrasi menyebabkan perubahan penduduk karena adanya perpindahan
dari suatu tempat ke tempat yang lain, bisa menambah atau mengurangi

jumlah penduduk gatu wilayah tertemu. Pertumbuhan penduduk yang
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pesat di Indonesia pada masa lalu sebagian besar disebatatingkat

kelahiran yang tinggi.

Pembangunan kependudukan pada dasarnya merupakan upaya
mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri,
sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa, sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat
Pembulaan UndangJndang Dasar (UUD) tahun 1945. Ini berarti bahwa
salah satu tujuan yang memiliki kaitan erat dengan kependudukan adalah
aspek kesejahteraan umum. Secara implisit kesejahteraan akan terkait
dengan seluruh penduduk yang menjadi bagian pentingnddahidupan

berbangsa dan bernegara.

Dalamgrand desigrpembangunan kependudukan terdapat 5 (lima) pilar
pembangunan kependudukan di Indonesia yang meliputi kuantitas
penduduk, kualitapenduduk pembangunan keluarggersebaran dan
mobilitas penduduk serta administrasi kependudukan. Kelima pilar
tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sehingga
keberhasilan pembangunan kependudukan merupakan keberhasilan
pelaksanaan masiAgasing pilar yang ada. Lima pilar ini juga
menunjukkan luasnya aspek peargunan kependudukan, tidak hanya
aspek jumlah dan persebaran penduduk, tetapi juga menyangkut
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam seluruh

dimensinya.

BKKBN merupakan instansi Pemerintah yang diberikan mandat,
berdasarkan Undanghndang Nomor 52 Tahun 200%entang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluangduk

menangani berbagai isu mengenai kependudukan, keluarga berencana,
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maupun pembangunan keluarga. Meskipun demikian, pelaksanaan
masingmasing pilar pembangunan kependudukan tersebut menjadi

tanggung jawab berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait. Luasnya
aspek pembangunan kependudukan tersebut juga menyebabkan
tanggung awab keberhasilan pembangunan kependudukan tersebar di

banyak sekali K/L. Sebagai contoh, pilar peningkatan kualitas penduduk
menjadi tanggung jawab banyak K/L karena menyangkut pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, maupun kesetaraan gender.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar menimbulkan berbagai tantangan
tersendiri, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok penduduknya, yakni
pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pendapatan, maupun
dari sisi daya saing dengan negargara lain ddunia. Selain itu, jumlah
penduduk harus memperhitungkan daya dukung alam dan daya dukung
lingkungan sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus diiringi dengan
kualitas penduduk Indonesia yanmggul, yang mampu berkompetisi
dengan negaraegara lain. Ini memungkinkan setiap penduduk Indonesia
bekerja di manapun, tanpa harus melakukan eksploitasi lingkungan secara
berlebihan. Pembangunan penduduk ke depan akan menitikberatkan
kepada upaya memaksalkan kecerdasan menyeluruh dari setiap
penduduk Indonesia, termasuk kecerdasan spasial, linguistik, logis,

kinestetik, interpersonal, spiritual, dan emosional.

Secara umum, capaian pembangunan kependudukan Indonesia saat ini
ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang
sangat baik. Tingkat kelahiran yang biasanya diukur detajahfertility

rate (TFR) menurun secara sigkain hingga berada pada angkd & per
wanita berdasarkan hadiong Form 2020 (BPS, 2023). Angka kematian
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juga sudah cukup kecil, di mana angka kematian bayi berada pada angka
16,9 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan sumber yang sama. Namun
demikian, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan khususnya
terkait dengan peningkatan kualitas penduduk, kualitaluarga, maupun

persebaran penduduk yang belum merata.

Untuk mengetahui kondisi kependudukan Indonesia secara komprehensif
dan berkala, diperlukan adanya suatu laporan kependudukan yang
mencakup kelima pilar pembangunan kependudukan tersebut setiap
tahunnya. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi capaian
pembangunan kependudukan dikaitkan tardetget indikator yang

digunakan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN atau rencana strategis (Renstra) K/L, tetapi juga akan
menunjukkan dinamika indikatendikator kependudukan dari waktu ke

waktu serta disparitasnya antar provinsi.

2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan dari penulisan Laporan Kependudukan Indonesia
adalah untuk menjelaskan kondisi terkini capaian pembangunan
kependudukan dalartima pilar dikaitkan dengan target yang ingin dicapai

setiap indikatornya. Adapun secara rinci tujuannya sebagai berikut:

a. Menjelaskan isu strategis dan arah pembangunan kependudukan;
Menjelaskan bagaimana capai&nantitas dan kompisiggenduduk
sertakeluarga berencana;

c. Menguraikan capaian peningkatan kualitas penduduk dan

pembangunan manusia;
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d. Menggambarkan capaian pelaksanaan program pembangunan
keluarga;

e. Menganalisis persebaran dan mobilitas penduduk antar wilayah;

f. Mendeskripsikan capaian pelaksanaan administrasi kependudukan;

g. Menjelaskan capaian pembangunan berwawasan kependudukan.

Adapun manfaat dari Laporan Kependudukan Indonesia adalah menyediakan:

a. Masukan dan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona2@095
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionaR@835

b. Masukan dan pertimbangan dalam menentukan proyeksi target
angka capaian terkait program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana

c. Acuan guna membandingkan dengan negamagara lain agar lebih
baik dalam pengelolaan kependudukan;

d. Informasi perkembangan kependudukan secara nasional dan

disparitasnya pada tingkat provinsi.

3. Sumber Data

Data dalam laporan ini diambil dakementerian/Lembaga terkait melalui
laporan resmi yang dikeluarkan. Adapun sumber data tersebut bedlasal
1. Survei Prevalensi Kontrasepsi 1987
2. Sensus Penduduk 192020
3. Survei Penduduk antar Sensus (Supas) berbagai tahun
4. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) berbagai tahun
5. Pemutakhiran Pendataan Keluarga

6. Laporan Perhitungan IKU BKKBN
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7. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

8. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

9. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

10. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016 dan 2021
11. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021
12. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

13. Statistik Indonesia berbagai tahun.
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ISU STRATEGIS DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia

Indonesiamengalami penurunan fertilitas yang cukup tajam, di mital
fertility rate (TFR), sebagai ukuran fertilitas, saat ini sudah berada pada
angka 2,18 per wanita usia reproduktif (BPS, 2023)a Bhli demografi
memperkirakartren penurunan fertilitas akan terus berlangsung jika tidak
diikuti dengan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana yang
tepat, bahkan angkaeplacement level fertility TFR=2.1 dan NRR=1)

diperkirakan akan dapat dicapaiulai tahun 2025.

Terdapat dua kekhawatiran utama dari sisi demografis sebagai
konsekuensi dari tren pemunan fertilitas yang cepat(GietelBasten,
2022). Pertama, adanya kemungkinan bahwa dalam jangka panjang akan
terjadi stagnasi/pengurangan pendudulpopulation decling Angka
reproduksi néo (net reproduction rate¢ NRR) yang kurang dari 1
menyebabkan jumlah wanita yang menjadi ibu semakin berkurang setiap
periodenya sehingga tidak dapat dihindari jumlalahiran secara kontin
akan mengalami pengurangan. Melaui prkgependuduk, diperkirakan
pada tahun 2050 laju pertumbuhan penduduk pegtun di Indonesia akan
berada pada angka 0,3 daero population growthZPG) diperkirakan
akan terjadi tahun 2070. Di beberapa negara yang sudah mengalami
seperti Korea, Chinadan Jepang, bahkan diberikan insentif untuk

menambah jumlah anak sampai dengan 3 per wanita.

Kedua, kelahiran yang kecil yang diiringi dengan penurunan angka

kematian dan peningkatan angka harapan hidup meningkatkan proporsi
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penduduk yang berusia lanjut. BPS (2023) memperkirakan pada tahun
2045, proporsi penduduk tua mencapai 20 persen dari jumlah penduduk
Indonesia saat itu. Penduduk yang menpapulation aging) memiliki
banyak konsekuensi tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi
ekonomi. Penduduk tua membutuhkan dukungan fasilitas penunjang
kesehatan dan dukungan ekonomi karena kemampuan fisik yang semakin
menurun. Di sisi lain, proporsi pendudukial produktif yang menurun
berpeluang mengurangi kapasitas produksi dalam perekonomian bangsa,

jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas.

Selain itu, kalitas penduduk Indonesiguga masihbelum memadai,
ditandai dengan angkldeks Pembangunan &tusia (IPM) yang masih
berada pada level menengah, 72,91 pada tahun 2022 (BPS, 2022). Secara
rinci melalui komponefkomponen |IPM diketahui capaian kualitas
pendidikan, kualitas kesehatan yang ditunjukkan oleh umur harapan
hidup, serta daya beli masyarakgang meskipun terus meningkat tetapi
peningkatannya cukup kecil davaktu ke waktu. Tingkddemikinan juga
masih cukup tinggi yaitusekitar 10 prsen dari jumlah penduduk
Indonesia. Karena itu, pengentasan kemiskinan melalui penciptaan
lapangan kerja yang memadai dan peningkatan produktivitas merupakan
keniscayaan yang harus dilakukan. Penduduk dengan daya saing tinggi
akan mampu berkompetisi deag penduduk dari negara lain dan
menjamin terwujudnya citeita menjadi bangsa dan negara yang disegani

di kancah pergaulan dunia.

Kualitas hidup perepuan dan anak di Indonesjaga merupakan isu
penting yang harus mendapat perhatian kedepan. Selain bahwa IPM
perempuan ternyata masih lebih rendah dibandingkan-laki (BPS,
2022), masih banyak hdlak perempuan dan anak yang belum terpenuhi
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serta masih banyak kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap

perempuan dan anak di Indonesia.

Disamping itu, htribusi penduduk Indossia masih sangat timpang,
dimanasebagian besapenduduk Indonesia bada di Pulau Jawa, yaitu
sekitar 60 persen.dtumbuhan perkotaarugaterjadi sangt cepat, dan
lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan.
Distribusi penduduk d®mrusiya seimbang dan disesuaikan dengan
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini
perpindahan penduduk lebih digerakkan oleh faktor ekonomi. Penduduk
desa melakukan perpindahan ke kota karena memandang tidak ada lagi
sumber penghidupan yang baik pedesaan. Umumnya penduduk desa
yang melakukan perpindahan tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup.
Distribusi pendudk antara kota dan desa serta keseimbangan kepadatan
penduduk di Jawa dan luar Jawa masih menjadi tugas berat pembangunan

kependudulan ke depan.

2. Arah dan Kebijakan Pembangunan kamudukan

Gunamenguatkan dan mempercepat pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka,
Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045. Pada
ulang tahunnya yang k&0O0 tersebut, Indonesia ditargetkan njedi
negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan adanya sumber
daya manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi,
Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Partisipasi
masyarakat sangat diperlukan untuk mewdkannya, serta

pembangunan dan pemerataan penduduk adalah salah satu kuncinya.
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Visi Indonesia 2045 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdaulat dan demokratis bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan lebih merata, dengan
sumber daya manusia berkualitas, perekonomian meningkéagai
negara maju yang menjadi bagian dari 5 (lima) kekuatan ekonomi terbesar
dunia, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang
pembangunan. Visi tersebut tidak hanya memberi gambaran mengenai
wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga peta jalamgyharus dicapai
pada tahun 2045. Pembangunan kependudukan merupakan salah satu
dari keempat pilar yang tertuang dalam Indonesia Emas 2045 yaitu pilar
Pembangunan Manusia serta Penguasaan llmu Pengetahuan dan

Teknologi.

Indonesia saat ini memasuki masa bonus demografi yang dimulai sejak
tahun 2012 hingga tahun 2035 di mana jumlah penduduk usia produktif
(penduduk usia kerja)ebih besar dibandingkan dengan usia tidak
produktif sehingga memunculkan angka ketergantungan yang rendah
(Gardnier & Gardnier, 2017). Dalam kondisi ini, proses produksi barang
atau jasa tidak akan mengalami kendala karena suplai tenaga kerja sangat
besar Jumlah penduduk produktif yang besar akan mendorong
permintaan konsumsi yang lebih besar kargmapulasi usia produktif
pekerja umumnya mengkonsumsi lebih banyak daripada kelompok umur
lainnya. Dengan berkurangnya jumlah anak dalam keluarga, anggota
keluarga dapat didorong terlibat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi
karena adanya waktu lebih banyaktuk lebih fokus pada pekerjaan atau
menjalankan bisnis dibandingkan dengan perawatan anak di beberapa

keluarga (Kotschy et al., 2020).
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Arah pembangunan kependudukan tidak hanya mencakup upaya
pengendalian kuantitas penduduk seperti fertilitas dan mortalitas, namun
juga mencakup komponen pembangunan kependudukan yang lain
termasuk peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,
migras, maupun penataan administrasi kependudukan. Secara umum,
pembangunan kependudukan Indonesia diarahkan untuk mencapai
kualitas penduduk yang tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan
dengan isu strategis pembangunan kependudukan, arah pembangunan

kependuwlukan diantaranya meliputi:

1) Mencapai dan memelihara penduduk tumbuh seimbang (PTS) untuk
memastikan keberlangsungan generasi dan menghindari adanya

pertumbuhan penduduk negatif pada masa yang akan datang.

2) Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melapgningkatan
layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh
penduduk; peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta termasuk kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi;
pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstesia; s

peningkatan produktivitas kerja dan daya saing.

3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga melalui
pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan literasi politik
perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
pemenuhan halhak perempuan dan anak, serta penciptaan

lingkungan amah anak.

4) Mengantisipasi masuknya erpopulation ageing melalui program
program ramahlanjut usia lansig, peningkatan cakupan jaminan

sosial dan kesehatan bagi lansia, maupun pemberdayaan lansia.
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5) Mengurangi disparitas penduduk antar wilayah di Indonesia baik dari

sisi kuantitas (distribusi penduduk) maupun kualitas penduduk.
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KUANTITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkarsensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat
sebanyak 270 juta jiwa. Angka tersebut hampir mencapai tiga kali lipat
dibandingkandengan hasil éhsusPenduduktahun 1961. Meskipun laju
pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan, secara absolut
penambahan jumlah penduduk masih cukup besar setiap tahunnya. Pada
periode 20162020, penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa atau
rata-rata bertambah 3,25 jut@er tahun. Angka ini hanya berbeda sedikit
dibandingkan periode 10 tahun sebelumnya (2@&@10), di mana

pertambahan penduduk sebesar 31,38 juta jiwa selama 10 tahun.

1
119.208

97.08

ST

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 18840

Gambar 31 Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia
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Gambar 32 Jumlah Penduduk (dalam Juta)enurut Provinsi

Tahun 2020

Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau

Jawa. Besarnya jumlah penduduk suatu wilayah ini selain dipengaruhi oleh

luas wilayahnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah daerah

tersebut, di mana daerah dengan sumber dayanalyang baik atau

memiliki fasilitas yang baik akan cenderung diminati oleh penduduk untuk

ditinggali. Jumlah penduduk berdasarkan provinsi di Indonesia dapat

dilihat pada Gambar 3.2. Terdapat 6 provinsi dengan jumlah penduduk di

atas 10 juta jiwa pada bun 2020 yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



W\

Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi
dengan jumlah penduduk kecil di bawah 2 juta jiwa yaitu Kalimantan
Utara, Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan

Bangka Belitung, dan Maluku.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan
persentase pertumbuhan penduduk suatu wilayah dalamuk waktu
tertentu. Ratarata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun pada
kurun waktu 201€2020 sebesar 1,2persen atau turun sebesar 0,24
persen apabila dibandingkan dengan ra#da laju pertumbuhan
penduduk per tahun dalam kurun waktu 202010 yaitu sebesar 1,49
persen. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu
mengalami penurunan dari 2,10 pen per tahun pada periode tahun
1961¢ 1971 menjadi 1,25 persen per tahun pada periode tahun 2010
2020 (Gambar 3)3

1961-1971 1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun-298Q

Gambar 33 Perkembangan Laju Pertumbuhan Pendudikionesia

Penurunanlaju pertumbuhan penduduk ini dipeaguhi oleh berbagai

faktor, yaitufaktor kelahiran, kematian serta migrasi. Di Indonesia, salah
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satu penyebab utama penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah
keberhasilan program Keluarga Berencana. Melalui penggunaan
kontrasepsi, Indonesia telah berhasil menurunkan angkanattajumlah

anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa repsddUkR)

dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Penurunan TFR
ini mengakibatkan penurunan jumlah kelahiran serta penurunan laju
pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Apabila dilihat
lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk tiggovinsi di Indonesia sangat
beragam antara 0,58,13 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk

menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Gambar 34 Ratarata Laju Pertumbuhan Pendudukdonesia

Per Tahun menurut Provinsi Tahun 262020

Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat pada wilayah Pulau Papua
yaitu pada Provinsi Papua sebesar 4,13 persen per tahun dan Provinsi
Papua Barat sebesar 3,94 persen per tahun (Gambar 3.4.). Jika

disandingkan dengan data fertilitas, kedua provinsigbrg memiliki nilai
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TFR yang masih cuktipggi, yaitu 2,76 untuk Provinsi Papua dan 2,66
untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat tiga provinsi yang memiliki
laju pertumbuhan penduduk dbawah satu persen per tahun vyaitu,
Provinsi D.l. Yogyakarta sebesar 0,58 persen per tahun, Provinsi Jawa
Timursebesal0,79 persen per tahun dan DKI Jakaghesa,92 persen

per tahun. Jika disandingkan dengan angka TFR, ketiga wilayah tersebut
juga merupakan tiga provinsi dengan nilai TFR terendah di Indonesia, yaitu
Provinsi D.lYogyakartasebesarl,89; Provinsi Jawa Timaebesarl,98;

dan Provinsi DKI Jakagabesar,75 (Gambar 3.5).

3 i Papui
= 2,8 NT @ R
= 2,6 L ] L —_—
= ® ® Ty __— Papua Bar:
u 24 ”w e Kaltare
5 22 h 4Ll il
= P T
2 2 Jatin” ag® ®
£ 18 DN @ |DKI Jakar
= 1,6
2]
2 1,4
=12
1
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Sumber: BPS

Gambar 35 Analisis Kuadran LPP dan TFR

2. Komposisi Penduduk

Rasio Jenis Kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk
lakilaki dengan jumlah penduduk perempuaper 100 penduduk
perempuan. Besarnya rasio jenis kelamin penduduk secara keseluruhan
pada tahun 2020 adalah 102,34 yang berarti bahwa terdapat 102
penduduk lakiaki per 100 penduduk perempuan. Memperhatikan
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Gambar 3.6 di bawah, rasio jenis kelamin di Indonesia cenderung

meningkat seiring dengan menurunnya angka kematian.

102.34
10060 1011 10137 40101

97.18

N Q Q NS O » Q 2 Q
&\ > 9 ) S S > Q> N
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Sumber: BPS, Sensus dan Supas berbagai tahun

Gambar 36 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Indonesia,

Tahun1971-2020

Rasiojenis kelamin menuruprovinsi sangat bervariasi, mulai dari yang
terendah di Provinsi Yogyakarta (98,22), Sulawesi Selatan (98,59), Jawa
Timur (99,60), dan Nusa Tenggara Barat (99,71) hingga yang terbesar di
Provinsi Papua Barat (111,21), Kalimantan Utara (111,92), dan Papua
(114,23). Selain faktefaktor alamiah seperti kelahiran dan kematian,
rasio jenis kelamin juga dipengaruhi oleh adanya migrasi. Sebagai contoh,
Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai pengirim migran memiliki rasio
jenis kelamin yang kecil di bawah 100 kexgpenduduk lakiaki banyak

yang bermigrasi keluar daerah.
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Gambar 37 Rasio Jenis Kelamin menur&rovinsi Tahun 2020

Secara umum, rasio jenis kelamin di Indonesia tahun 2020 menunjukkan
pola yangsemakin menurun seiring dengan bertambahnya umur. Rasio
jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur®tahun sebesar 107 dan
terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebesar 79. Rasio
jenis kelamin pada umur 75 tahun ke atas yang sebesar 79
menghdikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak
daripada jumlah penduduk lansia Idéki. Dengan pola teebut
menunjukkan juga bahwamurharapan hidup perempuan lebih tinggi bila
dibandingkan degan umur harapan hiduplaki-laki. Berdasamn hasil
Long Form 2020 umur harapan hidupsaat lahirperempuansebesar
75,60 tahun, sedangkanumur harapan hidupsaat lahir laklaki adalah
7125 tahun Adapurrasiojenis kelamin tiap kelompok umur dapat dilihat

pada Gambar 3.8 di bawah ini.
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Gambar 38 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2020

Komposisi penduduk merupakan faktor penting bagi negara dalam
perencanaan pembangunan. Komposisi penduduk memberikan gambaran
kondisipenduduk pada suatu wilayah seperti komposisi penduduk usia
muda, usia produktif maupun usia lansia. Selain itu komposisi penduduk
dapat juga menggambarkan potensi sumber daya manusia yang ada untuk
digunakan dalam perencanaan penmgainan danperumusan kebijakan
kependudukan. Komposisi penduduk ini umumnya digambarkan dalam

bentuk piramida penduduk.
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Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2020

Gambar 39 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2020

Komposisi penduduk Indonesia secara umomasuk kedalam kategori
piramida ekspansif, dengan kondisi pada kelompok umur muda masih
lebar walaupun jumlah kelompok umurfsudah mengalami penurunan
dari tahuntahun sebelumnya. Padaabian tengah atau penduduk usia
produktif bentuk piramida ini cembung, artinya bahwa Indonesia memiliki
jumlah penduduk usia produktif yang besar serta memiliki peluang untuk
mewujudkan bonus demografi jika penduduk yang besar tersebut
memiliki kualitas yang baik. Sedangkan pada bagias aau penduduk
usia tua meruncig, artinya semakin tua kelompok umur maka jumlahnya
semakin kecil. Namun seiring dengan perbaikan kondisi kesehatan
penduduk hdonesia serta meningkatnya umharapan hidup penduduk

maka jumlah penduduk lanjut usia akan semakin melebar.
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3. Penduduk Usiavluda dan Bonus Demografi

Penduduk usia produktif merupakan penduduk dengan rentang umur 15
64 tahun kelompok usia ini memilikiperan yang besar dalam
pembangunan. Persentase penduduk usia produktif ini pada tahun 2020
sebanyak 69,28 persen. Persentase ini mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun. Antara periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, jumlah
penduduk usia produktif rateata mengalami kenaikan sebesar 0,31
persen per tahun. Pertambahan penduduk usia produktif terbesar pada
periode tahun 199@, 2000, di mana rataata patumbuhannya sebesar

0,55 persen per tahun (Gambar 3.10).

_ 69.28
65,03 == 66.09

—

59.58
55 30— 5584 -_

SP1971 SP1980 SP1990 SP2000 SP2010 SP2020

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 12020

Gambar 310 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif
Tahun 1971 2020

Semakin bertambah proporsi jumlah penduduk usia produktif maka
semakin besar juga jendela peluang bonus demografi yang dapat diraih
Indonesia. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal
pembangunan jika diikuti dengan peningkatan kualitas skesempatan
untuk bekerja. Beberapa provinsi memiliki proporsi penduduk usia
produktif besar seperti di DKl Jakarta, Papua Barat, Jawa Timur, dan

Kalimantan Tengah. Sedangkan provinsi yang mempunyai proporsi
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penduduk muda yang kecil ditemui di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tenggara, dan Aceh (Gambar 3.11.). Variasi yang besar
antar provinsi ini berimplikasi pada variasi angka ketergantungan
penduduk antar provinsi, dan selanjutnya pada varjasiiode bonus

demografi yang dialami masifgasing provinsi

ACEH I 67.25
NUSA TENGGARA BARATIEEEN 67.27
MALUKU UTARAIIS 67.83
SULAWESI TENGAHEES 67.92
SUMATERA BARATHIESE 67.98
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KALIMANTAN SELATANEEN 68.38
RIAU I 68.38
LAMPUNG s 68.56
SULAWES| SELATANEES 68.57
DI YOGYAKART AN 68.78
SULAWESI UTARAIEN 68.90
KALIMANTAN BARAT I 69.02
BENGKULU IS 69.08
JAMB| IS 69.15
INDONESIA I 69.28 |
GORONTALOMS 69.37
KEP. RIAU I 69.59
PAPUA I 69.73
JAWA TENGAHIS 69.85
JAWA BARAT N 69.96
BANTEN s 69.99
KEP. BANGKA BELITUN GElmms  70.07
BALl s 70.12
KALIMANTAN UTARA I 70.13
KALIMANTAN TENGAHESES 70.20
JAWA TIMUR I 70.26
PAPUA BARATISES 70.31
DKI JAKARTA I 71.57

SULAWESI| BARATEEEEEN 66.32

SULAWESI TENGGARANEN 66.74
SUMATERA UTARAIEEEN 67.42

KALIMANTAN TIMUR s 70.08

NUSA TENGGARA TIMUREIEEN 64.44

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Gambar 311 Persentase Penduduk Usia Produktif menurut Provinsi

Tahun 2020

Rasio ketergantungamtau dependency ratiomerupakan angka yang
menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non
produktif (penduduk dbawah 15 tahun dan penduduk dias 65 tahun)
dengan banyaknya penduduk agroduktif (penduduk usia 164 tahun).
Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan maka menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif
untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.
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Sumber: Sensus Penduduk Tahun 192020

Gambar 312 Perkembangan Rasio Ketergantungan

Pendudukindonesia Tahun 1992020

Rasio ketergantungan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 44,33,
artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif, selain menanggung
dirinya sendiri juga harus menanggung4B!orang usia non produktif.
Besarnya rasio ketergantungan ini mengalami penurnugang cukup
tajam dari tahun 2010 yaitu rateata 0,69 persen per tahun (Gambar
3.12.). Penurunan rasio ketergantungan ini salah satunya dipengaruhi
oleh menurunnya jumlah kelahiran sehingga proporsi jumlah penduduk

non produktif semakin berkurang.

Rasio ketergantungan untuk masingasing provinsi berada pada
kisaran antara 39,73 sampai dengan 55,18 (Gambar 3.13). Pada tahun
2020 masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki rasio
ketergantungan di atas 50 yaitud¥insi Nusa Tenggara Timur dengan
rasio keergantungan sebesar 55,18 darolinsi Sulawesi Barat sebesar
50,78 (Gambar 3.13.)Dikaitkan dengan masih tingginya tingkat

kelahiran maka kedua provinsi tersebut masih memerlukan upaya
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penurunan kelahiran agar dapat terjadi perubahan struktur

penduduknya dan menurunnya angka rasétergantungan

Rendahnya beban penduduk yang dicerminkan oleh rasio
ketergantungan merupakan dasar dalam penghitungan dari
demographic dividendatau yang dikenal dengan bonus demografi.
Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga
kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah
tercukupi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar,
potensi pernintaan konsumsi juga menjadi besar, sebab penduduk usia
produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar

dibandingkan klempok usia lainnya.

] 50.78
55.18
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Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2020

Gambar 313 Rasio Ketergantungan Indonesia berdasarkan Provinsi

Tahun 2020

Meskipun secara nasional bonus demografi diperkirakan mulai tahun 2012

hingga tahun 2035, variasi antar daerah sangat beragam. Kondisi bonus
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demografi pada level nasional hanya menggambarkan rangkuman, karena
setiap daerah memiliki kondisi yang berbdaeda. ProvinsiDKI Jakarta
sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 1@80karena migrasi
usia produktif dari luar provinsi masuk kélJakarta. Di sisi lain, daerah
daerah pengirim migran kehilangan usia produktif. Berbanding terbalik
denganProvinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Tiramniliki rasio
ketergantungan tertinggi. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat
kelahiran (FR) yang masih tinggi. Provipsovinsi yang memiliki TFR
tinggi akan sulit mengalami bonus demografi (Samosir, 2020). Selain
ProvinsiNusa TenggaraTlimur, beberapa provinsi dengan TFR yang tinggi
antara lain adalah Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara,

Nusa TenggarBarat juga memiliki rasio ketergantungan di atas nasional.
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Sumber: BPS

Gambar 314 Analisis Kuadran Rasio Ketergantungan dan TFR
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4. Penduduk Lanjut Usia

Selama 50 tahun terakhigmur harapan hidup telah meningkat dari 46
tahun pada tahun 1971 meajli sekitar 73tahun pada tahun 2020.
Dengan meningkatnya umurarapan hidup, rataata orang Indonesia
menikmati rentang hidup yang lebih pang. Sejalan dengan jtatruktur

usia penduduk Indonesia bergeser ke kelompok usia yang lebih tua.
Pergeseran ini berdampak pada peningkatan persentase pendudugs
tahun ke atas (lanjut usjamencapai lebih dari 10 persen. Selama kurun
waktu 50 tahun persentase penduduknsiameningkat lebih dari dua kali
lipat, dari 4,37 persen pada tahun 1971 menjadi 9,93 persen pada tahun
2020. Peningkatan tertinggi pada periode antara tahun 2010 sampai tahun
2020 (Gambar 3.15).

9.93
7.14 7.41
6.29
5.45
I I I

1971 1980 1990 2000 2010 2020
Sumber: Sensus Penduduk Tahun 192020

Gambar 315 Persentase Penduduk Lansiahun1971-2020

Persebaran persentase lansia antar provinsi tidak seragam dengan rentang
antara 3,39 persen di Kalimantan Utara sampai dengan persentase

tertinggi sebesar 15,75 persen di Wbgyakarta. Terdapat 6 provinsi
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dengan persentase jumlah lansia lebih dari 10 persen yaitu Provinsi DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesj tlhar§ulawesi

Barat. Kondisi ini merupakan salah satu ciri jika provinsi tersebut telah

memasuki ageing population Perubahan struktur penduduk ini

disebabkan oleh tingkat kelahiran yang telah rendah serta peningkatan

pelayanan kesehatan yang berdampasitif dengan meningkatnya umur
harapan hidup. Dengan perubahan struktur penduduk ini maka

pembangunan di provinsi tersebut selianya ramah terhadap lansia.
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GORONTALO s  8.84
SUMATERA SELATANassssssssmmm  8.75
MALUKU meessssssssssss 8 46
SUMATERA UTARA s 8.46
KEPULAUAN BANGKA BELITUN Gonnssssssssssss 8,35
BENGKULU messssssssssss 3 32
NUSA TENGGARA BARAT-mmmmmmmmmmmss 8.21
SULAWESI|I TENGAH s 8.20
KALIMANTAN BARAT mammmmmsmmmmms 812
ACEH mssssssssssss 8.08
KALIMANTAN SELATAN meassssssssmss 8.06
JAMB| s 7,91
SULAWESI| BARAT mammmmmmmmmms  7.58
SULAWESI TENGGARASSSmmmmms 7,51
KALIMANTAN TIMUR msssssssssms 7.47
KALIMANTAN TENGAH s 7.41
BANTEN mmamsssssssss 7.15
KALIMANTAN UTARA I 6.97
MALUKU UTARA mammmmmmmmms 6.93
RIAU messsssssss 653
KEPULAUAN RIAU s 6.07
PAPUA mmmmmmmmmm 594
PAPUA BARAT s 5.82

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2020
Gambar 316 Persentase Penduduk Lanjut Ustgenurut Provinsi
Tahun 2020
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5. Fertilitas

Perjalanampanjang penurunan fertilitas di Indonesia dimulai sejak tahun
1970 melalui Prgram Keluarga Berencana dengdidirikannya lembaga
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tahun 1970
angka kelahiran totalTjtal Fertility Rate TFR) di Indonesia adalah 5,6
yang mengindikasikan bahwa setiap perempuan di saat itu memiliki rata
rata jumlah anak antara-6 anak. Berkat konsistensi pelaksanaan Program
Keluarga BerencanéKB)hampir 5 dekade, TFR di Indonesia berhasil
mengalami penurunan menjadi 2,18 berdasarkan hasil Long Femsu$
Penduduk 2020. Keberhasilan program KB di Indonesia bahkan telah
diakui oleh dunia di mana pada tahun 1989 UNFPA memberikan anugerah
penghargaan kepada Presiden Soeharto dalam bidang Kependudukan

karena telah berhasil menurunkan fertilitas pada saat itu.

5,60

4,68

333
3,02
285
soknse7 [N 278
2,60
241

sovarz [ 260
—

234

sovoo: I 260
2,26
2,40
2,18

SP1971
SP1980
SP1990
SDKI1991
SDKI1994
SP2000
SUPAS2005
SDKI2007
SP2010
SDKI2017
LFSP2020

Sumber: SP1972010, SDKI 1992017, SUPAS 20@®15, Long Form SP 2020

Gambar 317 TrenTotal Fertility Ratelndonesia 19742020

Penurunan TFR memberikan manfaat yang sangat besar bagi
pembangunan di Indonesia. Jumlah anak yang sedikit untuk setiap

keluarga dapat memberikan pengaruh penurunan angka kematian bayi,
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penurunan angka kematianbu, dan menekan laju pertumbuhan

penduduk sehingga pemerintah dapat memfokuskan pada program
program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan
dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pada level keluarga, beban anak
yang sedikit memungkinkan setigpangtua untuk dapat meningkatkan
kualitas pendidikan dan kesehatan armkak, sehingga citeita

mewujudkan penduduberkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat

tercipta dengan baik.

NUSA TENGGARA TIMUR 2.79
PAPUA 2.76
PAPUA BARAT 2.66
SULAWESI BARAT 2.58
SULAWESI TENGGARA 2.57
MALUKU 2.52
SUMATERA UTARA 2.48
MALUKU UTARA 2.47
SUMATERA BARAT 2.46
NUSA TENGGARA BARAT 2.43
ACEH 2.42
KALIMANTAN UTARA 2.35
KALIMANTAN BARAT 2.33
SULAWESI TENGAH 2.32
KALIMANTAN SELATAN 231
KALIMANTAN TENGAH 231
GORONTALO 2.30
BENGKULU 2.30
LAMPUNG 2.28
JAMBI 2.28
RIAU 2.28
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.24
SUMATERA SELATAN 2.23
SULAWESI| SELATAN 2.22
221

KEPULAUAN RIAU
INDONESIA I, 2 .18
2.18

KALIMANTAN TIMUR

JAWA BARAT 211
SULAWESI UTARA 2.10
JAWA TENGAH 2.09

BALI 2.04

BANTEN 2.01

JAWA TIMUR 1.98

DI YOGYAKARTA 1.89
DKI JAKARTA 1.75

Sumber: Hasllong FornSensus Penduduk 2020

Gambar 318 Total Fertility Ratemenurut ProvinsiTahun 2020
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Penurunan TFR ini diperkirakan akan terus terjadi di masa depan, RPJMN
20202024 menargetkan bahwa pada tahun 2024 diharapkan TFR dapat
mencapai angka 2,1 anak peerempuan. Angka tersebut dianggap ideal
karena merupakan angka yang menunjukkan terjadinya Penduduk
Tumbuh Seimbang (PTS). PTS diharapkan dapat terjadi dalam jangka
waktu yang panjang agar dapat memperpanjang atau mempertahankan

periode bonus demografi ya& saat ini sedang dinikmati Indonesia.

Secara umum TFR di Indonesia berdasarkan provinsi telah mengalami
penurunan, yanglibuktikan dengan hasilong Form SensusPenduduk

2020 menunjukkan sudah tidak ada lagi provinsi yang memiliki TFR di atas
3 anak per perempuan. Namun demikian, TFR berdasarkan provinsi
memiliki angka yang beragam dengan nilai terendah 1,75 JBikdrta
sampai dengamilai tertinggi 2,79 (Nusa Tenggara TinurFR tertinggi
terjadi pada provinsi di wilayah timur Indonesia yaitu pada Provinsi Nusa
Tenggara Timur (2,79), Pap{fa76),danPapua Barat (2,66). Namun yang
menarik juga beberapa provinsi dengan posisi TFR yang sangat rendah
yaitu di bawah 2,1 antara lain Jawa Tengah (2,09), Bali (2,04), Banten
(2,01), Jawa Timur (1,98), DI Yogyakarta (1c&®)DKI Jakarta (1,75).

Pada masa mendatang TFR pada masiaging wilayah diharapkan
semakin mengerucut ke arah 2,1. Untuk wilayelayah yang telah
mencapai TFR Bawah 2,1 maka fokus pembangunan kependudukannya
bukan lagi penurunan TFRnelainkan ke arah peningkatan kualitas
penduduknya. Sementara untuk wilayallayah dengan TFR yang masih
di atas 2,1 diharapkansecara perlahatahan dapat menurunkan TFR
serta terus melaksanakan progragomnogram peningkatan kualitasimber

daya manusia
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Selain TFRangka kelahiran juga diukur dengan angka fertilitas menurut
umur Age Specific Fertility RateASFR). Keunikan indikator ini adalah
mengukur fertilitas berdasarkan kelompok umyang artinya indikator ini
mengamati jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur tertentu
berdasarkan 1000 penduduk perempuan kelompok usia tersebut.
Indikator ini menarik untuk diperhatikan karena adanya perbedaan
kesuburan perempuan seiring dengan taenbahnya usia perempuan.
Selain itydengan mengetahui fertilitas berdasarkan kelompok umur juga

dapat memberikan arah indikasi pemberian intervensi program.

Pola kelahiran menunjukkan angka rendah pada usial@5tahun,
kemudian meningkat dan mencapai puncak pada kelompok usi2025
tahun, lalu secara bertahap mengalami penurunan seiring dengan
peningkatan usia kelompok umur perempuan. ASFR pada tahun 2010 dan
tahun 2020 samaama memiliki pola seperti itGecara umum ASFR tahun
2020 mengalami penurunan pada setiap kelompok umurnya dibandingkan
dengan ASFR tahun 201@mun jika diperhatikan secara seksama terjadi
penurunan yang cukup kentara pada ASFR ketdmymur 1519 tahun

dan 2024 tahun. Pada kelompokmur 1519 tahun,ASRturun dari 41
menjadi 27 pada tahun 2020Lgng FormSensus Penduduk 2@0),
sedangkan pada kelompok umur-2@ tahun ASFR tahun 2020 adalah 117

turun menjadi 98.
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Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 dan Long Form SP2020

Gambar 319 Perbandingan ASFR Indonesia Tahun 2010 dan ASFR
Tahun 2020

ASFR 189 tahun menjadi perhatian pemerintah karena menggambarkan
ukuran tentang kelahiran pada remaja. Kehamilan dan kelahiran pada usia
15-19 tahun termasuk pada golongan hamil terlalu muda yang memiliki
risiko tinggi untuk terjadinya kematian ibu dan bayi. Selain itu, remaja yang
berusia 1519 tahun dari sisi psikologis belum siap menjadi ibu, sehingga
dapat meningkatkan risikpengasuhan anak yang buruk dan berdampak
pada peningkatamisiko stunting dan gizi buruk balita. Efek buruk lainnya
adalah jikgperempuan telah melahirkan pada usia-1% tahun maka dia
memiliki rentang periode kehamilan/melahirkan yang panjang sehingga

dapat memacu tingginya fertilitas secara keseluruhan.

Penurunan ASFR -1® tahun tidak hanya sekedar dalam rangka
penurunan TFR, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas kesehatan

reproduksi dan juga sebagai salah satu landasan pembangunan kualitas
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penduduk Indonesia. Untuk wilayatilayah dengan ASFR tinggi étks

50) harus secara agresif melakukan pendekatandekatan program
untuk menurunkan angka ini. Peningkatan kualitas pendidikan
perempuan, membuka lapangan kerja perempuan serta pengentasan
kemiskinan merupakan determinan dalam penurunan ASFEO18hun

Oleh karena itu diperlukan penguatgada prograrprogram yang dapat
menurunkan ASFR 4% tahun sehingga sesuai dengan tartpget

pembangunan yang telah ditetapkan.
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Sumber: Sensus Perdiuk Tahun 2010 dabong Forn§P2020

Gambar 320 Perbandingan ASFR 113 Tahun per Provinsi di Indonesia
Tahun 2010 dan Tahun 2020

Secara umum, ASFR-19 tahun pada tahun 2022 telah menurun dari
ASFR 139 tahun 2010 untuk semua provingiisaranASFR tahun 159
tahun 2010 dari 13ampai 69 kelahiran per 1000 perempuaementara
kisaranASFR tahun 159 tahun 2022 da 8 sampai 63 kelahiran per 1000
perempuan Namun ada dua provinsi yang justru mengalami peningkatan
ASFR 189 tahun yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 45 kelahiran per
1000 perempuan tahun 2010 menjadi 47 kelahiran per 1000 perempuan
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tahun 2022 serta Provinsi Papua dari 59 kelahiran per 1000 perempuan

tahun 2010 menjadi 56 kelahiran per 1000 perempuan tahun 2020.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hampir di semua wilayah Indgnesia
program untuk penurunan tingkat kelahiran pada remaja berjalatrack
sesuai dengan harapanyaitu secara bersamaama mengalami
penurunan. Namun jika dibandingkan denganget ASFR 159 tahun
padaRPJMN 202Q024yaitu sebesar 21 kelahiran per 1000 perempuan
terlihat bahwa ASFR 1B tahun 2022 belum mencapai target, yaitu
sebesar 27 kelahiran per 1000 perempu&gmentara jika target tersebut
dibandingkan dengan angka ASFRL@Z%alun tingkat provinsihanya 8
provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Barat,
Aceh, Banten, Bali, Sumatera Utara) yang berhasil mencapai target ini,
sementara provinsi lainnya masih memiliki angka ASFE 1&hun diatas

itu.

Child Woman RatiCWR)/Rasio anakanita juga merupakan salah satu
indikator fertilitas.Rasio anak wanitadalahperbandingan jumlah anak
umur 04 dengan penduduk perempuan umur -89 tahun Jika
dibandingkan dengan TFR, indikator CWR ini lebih sederhana dan dapat
digunakan sebagai perkiraan kasar dari fertilitas. Angka ini dapat
bermanfaat sebagai perkiraan fertilitas kasar di suatu wilayah yang tidak
memiliki kelengkapan data untuk mengly TFR. Untuk melihat
gambaran tentang CWR di Indonesia dapat dilihat dari GafBaini.
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Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 dan Tahun 2020

Gambar 321 Child Women Rati¢gCWR) Indonesia Tahun 2010 dan

Tahun 2020, berdasarkan Provinsi

CWR Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 adalah 347,8 anak per
1000 perempuan 189 tahun, sedangkan CWR berdasarkan Sensus
Penduduk 2020 adalah 302,8 anak per 1000 perempuad9l&hun.
Terlihat bahwa CWR tahun 2020 lebih kecil dari CWR tahun Ballii
konsisten dengan pola TFR Indonesia yang menunjukkan bahwa telah
terjadi penurunan fertilitas data periode 2010 ke 2020. Gambar 3j@da
menunjukkan bahwa penurunan CWR tidak hanya terjadi pada tingkat
nasional, tapi secara bersarsama setiap mvinsi juga telah mengalami
penurunan CWRKisaranCWR provinsi di Indonesia tahun 2010 berkisar
antara 272,1 sampai 515,Kisaranini menurun menjadi 260,9 sampai

395,3 tahun 2020. Penurunan CWR tertinggi terjadi pada Provinsi Maluku
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dari 483,4 menjadi 310,5, sedangkan penurunan CWR terendah terjadi
pada Provinsi DKI Jakarta dari 277,5 menjadi 273,1.

6. Keluarga Berencana
PerkembangarProgram Keluarga Berencana menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pembahasan kuantitapenduduk di Indonesia.
Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu dari empat variabel
intermediate (proximate determinant yang mempengaruhi fertilitas.
Programyang terkaitkuantitas penduduk memiliki beberapa indikator
yang dipantau dalam dokumen perencanaan seperti dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ataupun dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Contraceptive Prevalence R&&PR) merupakan salah satu indikator yang
mengukur tingkat penggunaan kontrasepsi yang digunakan oleh
perempuan usia subur. Penggunaan kontrasepsi memberikan
perlindungan pada pasangan usia subur dari kehamgahingga dpat
mencegahkelahiran dan pada akhirnydapat mengendalikan jumlah
penduduk. Pasangan usia subur dikatakan menggunakan kontrasepsi jika
menggunakan minimal salah satu alat/cara/obat kontrasepsi untuk
mencegah kehamilgnantara lain penggunaan metode kontrasepsi
modern (pil, suntiksusuk KBmplan/Alat Kontrasepsi Bawah KuhKBK,
metode operasi wanitaMOW, metode operasi priddOP, [UDAlat
Kontrasepsi Dalam RahiAKDRkondom,Metode Amenore LaktadviAL)
atau metode kontrasepsi tradisional (kalender/pantang berkala,

abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.
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Sumber: SPI 1987, SDKI 1§HDKI 2017

Gambar 322 Tren Angka Penggunaan Kontrasepsihun19872017

Gambar 3.22 menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif antara TFR
dan CPR, di mana terlihat adanya kecenderungan TFR menurun dengan
semakin meningkatnya CPR. Pada tahun 1987 terlihat TFR Indonesia
adalah 3,39 dengan CPR 47,7 persen, kemudian penggunaan kontrasepsi
secara konsisten terus meningkat sampai tahun 2017 dan skoasisten

pula terjadi penurunan TFR yang mencapai 2,4 pada tahun 2017. Ini cukup
memberikan bukti bahwa penggunaan kontrasepsi memberikan

kontribusi yang cukup nyata dalam penurunan TFR.

Penggunaan kontrasepsi didominasi kontrasepsi modern di mana
mengalami peningkatan angka dari 44,9 persen pada tahun 1987 menjadi
57,2 persen pada tahun 2017. Sementara itu kontrasepsi tradisional
walaupun selalu muncul dalam proporsi yang rendah, secara konsisten
juga mengalami peningkatan dari 3,7 persen di tal®87 meningkat

secara perlahan menjadi 6,4 persen di tahun 2017.
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Gambar 323 Tren Komposisi Penggunaan Kontrasepsi

Modern dan Tradisional

Penggunaandantrasepsi modern menjadi indikator yang selalu dipantau
oleh pemerintah, bahkan indikator ini masuk ke dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun2@20
Penggunaan kontrasepsi modern merupakan suatu cara pemerintah
dalammelaksanakan prograimtervensikuantitas penduduk karena lebih

efektif dibandingkan dengan kontrasepsi tradisional.
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Kalimantan Selatan ] 70.70
Bangka Belitung ] 66.80
Bengkulu ] 66.40
Jawa Timur ] 65.60
Jawa Tengah ] 65.00
Jambi ]
Lampung |
Sumatera Selatan ] 64.30
Kalimantan Tengah | 64.
Jawa Barat ] 63.00
Indonesia N 5940
Gorontalo ] 58.80
Kalimantan Barat ] 58.30
Nusa Tenggara Barat ] 58.00
Sulawesi Utara ] 57.40
Banten ] 57.40
DI Yogyakarta ] 57.10
Riau ] 55.90
Sulawesi Selatan ] 55.80
Sumatera Barat ] 54.80
Bali ] 54.60
Sulawesi Tengah ] 52.40
Sulawesi Barat ] 52.30
Kalimantan Timur ] 51.50
Aceh 1 49.90
Sulawesi Tenggara ] 49.20
Maluku Utara 1 47.70
Kalimantan Utara ]
Sumatera Utara ]
Nusa Tenggara Timur 1 42.20
Kepulauan Riau ] 37.20
Maluku ] 33.90
Papua Barat ] 28.10
Papua /1 10.60

Sumber: Pemtakhiran PK 2022

Gambar 324 Angka Penggunaan Kontrasepsi Modern menurut Provinsi

Tahun 2022

Gambar 3.24 menunjukkan kisaran penggunaan kontrasepsi modern yang
cukup besar yaitu dari 10,6 persen di Provinsi Papua sampai 70,7 persen
di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan masih adanya disparitas
yang masih sangat besar pada penggunaan kgefrsi modern di wilayah
Indonesia. Sepuluh provinsi yang telah mencapai mCPR di atas angka
nasional (59,9 persen) yaitu Kalimantan Selatan (70,7 tahun), Kepulauan

Bangka Belitung (66,8 persen), Bengkulu (66,4 persen), Jawa Timur (65,6
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persen), Jawa Tengah (65 persen), Jambi (64,9 persen), Lampung (64,5
persen), Sumatera Selatan (64,3 persen), Kalimantan Tengah (64,2) dan
Jawa Barat (63,0). Namun di lain sisi masih ada lima provinsi dengan
penggunaan kontrasepsi sangat rendah (<45 pergaitu Nusa Tenggara
Timur (42,2 persen), Kepulauan Riau (37,2 persen), Maluku (33,9 persen),
Papua Barat (28,1 persen), dan Papua (10,6 persen).

Kebijakan keluarga berencana untuk wilaygitayah dengan penggunaan
kontrasepsi modern yang sudah tinggi adalah tetagnjaga kesediaan
alat/obat serta pelayanan kontrasepsi yang mudah dijangkau masyarakat
sekaligus meningkatkan kualitas penggunaan kontrasepsi. Peningkatan
kualitas penggunaan kontrasepsi antara lain ketepatan antara tujuan
kontrasepsi éngan alat kontrasepsi. Sebagai contahtuk pembatasan
jumlah anak menggunakanmetode kontrasepsi jangka panjang,
sementara untuk pengaturan jarak kehdan menggunakakontrasepsi
jangka pendekserta kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan
dari pasangan usia sub tersebut. Sedangkan untuk wilayahlayah
dengan penggunaan kontrasepsi modern yang masih rendah maka masih
diperlukan kebijakan yang mendorong penggunaan kontrasepsi secara
lebih agresif dengan tidak mengabaikan ek pengguna dalam memilih

kontrasefsi bagi pasangan usia subur.

Penggunaan kontrasepsi modern di Indonesia dapat diamati lebih
mendetail dengan melihat proporsi dari mix kontrasepsi modern. Mix
kontrasepsi modern akan memberikan gambaran proporsi untuk masing
masing kontrasepsi yang digunakan. Gambaran penggunaanepir |

kontrasepsi menjadi penting untuk melihat tentang penggunaan alat
kontrasepsi, mengingat setiap jenis kontrasepsi dapat dikelompokkan

menurut karakteristiknya. Misalkan kontrasepsi dapat dikelompokkan
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berdasarkan masa perlindungannya terhadap kehamilan ataupun
penggunaan hormonal atau tidaknya. Kontrasepsi jangkgapg terdiri

dari IUD, susuk KBfplan, MOR dan MOW, sedangkan kontrasepsi
hormonal antaa lainsuntik, pil, dansusuk KBfplan Gambaran tentang
penggunaan jenis kontrasepsi tersebut akan memberikan jenis intervensi
terhadap penggunaan kontrasepgngsesuai dengan jenis kontrasepsi
yang ditargetkan dalam dokumen pembangunaseperti Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang mergegittdalam RPJMN
2020-2024.

mPil ®mKondom IUD m®mSuntik mMOW MOP m Susuk KB

21.1

13.2
A N % A %
> o 0 0 Q
\No’ \NO) \@ \\0) QQ% N
Q & & & q, &
P R S
S

Sumber: SPI 1987, SDKI 1§HDKI| 2017, PK2022

Gambar 325 Tren Komposisi Penggunaan Mix Kontrasepsi Modern

Pola penggunaan kontrasepsi mengalami perubahan dari -awal
Program KB dicanangkaBerdasarkan dataeBsusPenduduk1987, jenis
kontrasepsi terbanyak yang digunakan adgtdh{16,1 persen), IUD (13,2
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persen) dansuntik (9,4 persen)Seiring berjalannya waktuampak [UD
mengalami penurunammenjadi 4,58 persen menurut PK2Z2il juga
mengalami penurunan menjadi 8,@&rsen sedangkasuntik mengalami
peningkatan yang cukup besar menjadi 36,8 persen (peningkatan lebih
dari 2 kali lipatnya). Sehingga pada tahun 2022, tiga alat kontrasepsi yang
memiliki proporsi terbesar adalatuntik (36,8 persen)pil (8,03 persen)

dan sisuk KBimplan(6,28 persen).

Penggunaan alat kontrasepsi saat ini terlihat didomiokedi penggunaan

alat kontrasepigjangka pendek terutama untukistik danpil. Penggunaan
kontrasepsi yang seperti ini dianggap kurang idéHl ini dkarendkan

sifat dari kedua kontrasepsi tersebut hanya memberikpearlindungan
terhadap kehamilan dalam jangka pendekehingga memerlukan
kedisiplinan dari pengguna kontrasepsi untuk melakukan suntik ulang (per
bulan atau per 3 bulan) ataupun minum pil secara harian. Jika kedisiplinan
ini tidak dijaga dengan baiknaka akan besar kemungkinan terjadi putus
pakai kontrasepsi yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak

diinginkan.

Pemerintah dalam hal ini BKKBN berupaya agar penggunaan kontrasepsi
jangka panjang dapat meningkaengan harapan agar putus pakai dapat
berkurang sehingga risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan
dapat diturunkan. Program KB didorong agar lebih disesuaikan dengan
kebutuhan betKB pengguna, apakah kdbhban berKB untuk
menjarangkan kehamilan ataupun untuk membatasi kehamilan, karena
kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh jejgnis kontrasepsi
yang lebih sesuai. Keberlangsungan pengguriaanrtrasepsi senantiasa
harus dijaga dengan baik, mengingaayoritaspenduduk Indonesiaaat

ini adalah penduduk pada usia subur yang dapat menjalankan fungsi
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reproduksi. Oleh karena ifuketersediaan alat, obatdan pelayanan
kontrasepsi harus tersedia dan dapat dijangkau oleh seluruh pasangan

usia subur sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi.

Unmet reed dalam penggunaan KB merupakan indikator yang
menggambarkan persentase pasangan usia subur yang memiliki
kebutuhan untuk menggunakan kontrasepsi, namun belum terpenuhi. Ini
merupakan sasaran pasangan usia subur yang senantiasa perlu untuk
diidentifikasi sehingganereka dapat menjangkau berbagai pelayanan
kontrasepsi yang ada. Kebutuhan penggunaan kontrasepsi dibagi menjadi
dua, yaitu kebutuhan kontrasepsi untuk melakukan pembatasan jumlah

anak (imiting) dan pengaturan jarak kelahirasp@cing).

Idealnya setiap kebutuhan penggunaan kontrasepsi tersebut sesuai
dengan jenis kontrasepsi yang digunakan. Misalnya untuk pembatasan
jumlah anak I{miting), maka jenis kontrasepsi yang dapapitih adalah
kontrasepsi jangka panjarggperti metode operasi pria (MOP), metode
operasi wanita (MOW) ataupun IUD yang memiliki perlindungan sampai
10 tahun dari kehamilan. Sementara untuk pengaturan jarak kelahiran
maka diharapkan jenis kontrasepsi yang digunakan adalah alat kontrasepsi
dengan perlindungan jangka pendek seperti skintpil, kondom.
Ketepatan jenis dan tujuan kontrasepsi juga dapat menurunkan risiko
putus pakai qrop-out) atau kegagalan KB sehingga dapat mengurangi

jumlah kehamilan yang tidak diinginkan.

Trenunmet neederlihat mengalami penurunan yang konsisten dari tahun
1991 (12,7 persen), menurun terus sampai tahun 2007 (9,1 persen),
kemudian meningkat menjadi 11,4 persen 2012 kemudian turun menjadi

10,6 persen pada tahun 201Dengan menggunakan sumber data yang
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berbeda unmet needampakcukup tinggpada tahun 202dan menurun
sedikit pada tahun 2022 menjadi 16,8 persen. Jika dibandingkan dengan
RPJMN 2020024 untuk target tahun 2022 sebesar 8 persen, maka
capaianunmet needtahun 2022 yang masih sebesar 16,8 persen berarti

tidak tercapai.

18

\4:7
12.7

10.6 114 1956

92 gg 91

SDKI  SDKI SDKI SDKI SDKI SDKI  SDKI PK 2021PK 2022
1991 1994 1997 200203 2007 2012 2017

Sumber: SDKI991¢ SDKI 2017, PK2021, PK2022

Gambar 326 TrenUnmet NeedPelayanan KB di Indonesia
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5.8
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Gambar 327 Unmet NeedKebutuhan BetKB menurut Kategori
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Unmet need dilihat dari kebutuhan beKBnya pada Gambar 3.26

menunjukkan bahwa proporsi KB untuk pembatasan kelahiraritifg)
mengalami peningkatan terutama setelah tahun 2012. Hal ini
menunjukkan adanya kebutuhan untuk membatasi kelahiran semakin

besar. Hal ini juga memang disebabkan adanya penurunan persepsi

tentang jumlah anak ideal
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Sumatera Utara lIECIIINEEE 70N
Sulawesi TenggaralCE AN
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Sulawesi Tengah IEZN N
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
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Daerah Istimewa YogyakartdEl LAy
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Sulawesi SelatanliECIIENE
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Sumber: Pemutakhiran PK2022

Gambar 328 Unmet NeedPelayanan KB Tahun 2022 menurut Provinsi
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Berdasarkan provinsi, terlihat bahwanmet needtertinggi ada pada
Provinsi Papua sebesar 48,2 persen, semeniaraet neederendah ada
pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 9,1 persen. Kigamast need

ini terlihat sangat lebar yang artinya terdapat disparitas yang sangat tinggi
antar provinsi untuk indikatounmet need Jika dibandingkan dengan
target RPIJMN tahun 2022 yaitu 8 persen, ini berarti tidak ada satupun

provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai angka tersebut.

Tingkat Putus Pakai KontrasepdBrdp Out Contraceptive R#ABCR) 12
bulan adalah persentase episode pemakaian kontrasepsi yang dihentikan
pada 12 bulan terakhir dalam rentang waktu pengamatan selama 5
tahun/60 bulan sebelum survei. Indikator ini digunakan untuk mengukur
kualitas pemakaian metode KB pada pasangan usia subur. DCR menurut
metode kontrasepsi dan alasan berhenti KB dapat digunakan untuk
melihat tingkat penerimaan metode kontrasepsi tertentu yang antara lain
dapat disebabkan karena efek samping atau kegagalagtode

kontrasepsi tertentu.

34
26.3 27.1

27.3 26.8 a1
I I I 20.7 21 216

SDKI  SDKI  SDKI  SDKI  SDKI  SDKI  SDKI PK PK
1991 1994 1997 2002 2007 2012 2017 2021 2022

Sumber: SDKI 1991SDKI 2017, PK 2021, PK 2022

Gambar 329 TrenTingkatPutus Pakai KB
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Terlihat DCR memiliki fluktuasi angka dari tahun ke tahun. Berdasarkan
data SDKI 1991 sampai dengan SEIKI7, angka DCR terendah pernah
mencapai 20,7 persen kemudian perlahan meningkat sampaiegknp.
Kemudian berdasarkan dat®endataan Keluarga Tahun 2021 dan
Pemutakhiran Pendataan Keluar@ahun 2022 angka ini mengalami
penurunan menjadi 21 persen tahun 2021 dan 21,6 persen tahun 2022. Ini

menunjukkan bahwa DCR merupakan indikator yang sangat dinamis.

Analisis berikutnya yamgenarik untuk diperhatikan adalah DCR menurut
alat kontrasepsi sehingga dapat terlihat alat kontrasepsi mana yang
memiliki kecenderungan DCR lebih tinggi dibandingkan alat kontrasepsi
lainnya. Gambar berikut menerangkan bahwa angka putus pakai (DCR)
yangsangat tinggi adalah metode kontrasepsi alami (50,2 persen) dan
metode MAL (37,@erser). Angka DCR yang cukup tinggi lainnya adalah
kondom (27,9 persen), pil (27,8 persemjan suntik (27 persen).
Sementara itu dua kontrasepsi dgan DCR terendah adalah IUD (20
persen) dan implan (14,3 persen). Ini menunjukkan bahwa metode
kontrasepsi jangka pendek memiliki angka DCR yang tinggi dibandingkan
metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk menghindari terjadinya DCR
maka perlumengarahkan PUS untuk menggunakan kontrasepsi jangka
panjang agar dapat memiliki perlindungan yang lebih lama dari pada

metode kontrasepsi jangka pendek
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Kondom

Suntik

50,2

r

Sumber: Pendataan Keluarga 2021, Buku Laporan IKU 2021

Gambar 330 Tingkat Putus Pakai Menurut Metode Kontrasepsi
Tahun 2021

Berdasarkan provinsangka DCR terendah adalah Papua Barat (14,9%)
dan tertinggi adalah Papua (30,3%). Angka DCR nasional berada pada
21,6%,dimana terdapatl6 provinsi dengan DCR di atas angka capaian
nasionaldan 17 provinsi yang berada di bawah capaian nasi@@ambar

3.31).
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Gambar 331 Tingkat Putus Pakai berdasarkan Provinsi Tahun 2022
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BAB IV
KUALITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupdkdikator komposit untuk
mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun
1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun
indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya
yang dimilikinya dalam pembangunan. Ikdeni terbentuk dari rataata

ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur
panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi
umur panjang dan hidup sehat diukur dengan urharapan hidup saat
lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan raéita lama sekolah
penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk
yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur

dengan pengeluaran riil per ki@ yang disesuaikan.

5856.9869.55 759859 197104 76-7370.3172.91

73
. 63 Il I I I

2010 2015 2020 2022

m Laki-laki ®mPerempuan = L+P

Sumber: BPS

Gambar 41 Indeks Pembangunan Manusia menurut Jenis Kelamin
Tahun20102022
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Gambar 42 Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Provinsi
Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia pada
tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat dari tahun sebelumnya, dimana

capaian pada tahun 2021 sebesar 72,29. Peningkatan IPM ini terjadi
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seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang memiliki pengaruh positif
terhadap indikator konsumsi riil per kapita. Selama 22022, ratarata

IPM Indonesia meningkat sebesar 0,77 poin per tahun. Pada tahun 2010
IPM di Indonesia berada pada angka 66,a88 cheningkat menjadi sebesar
72,91 pada tahun 2022. Dengan demikian, terjadi perubahan kategori
angka IPM di Indonesia, di mana selama 2PQ05 masih tergolong
sedang (skala 6@0), dan pada tahun 2022 IPM di Indonesia masuk ke
dalam kategori tinggi (skal7G80) (BPS, 2022). Namun demikian, masih

terjadigapyang cukup lebar antara IPM ld&ki dan perempuan.

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di selurutoypnsi. Meskipun IPM
meningkat, namunperbedaan antar provinsi masih tinggi. Hal ini
mencerminkarmasih tingginya perbedaan kualitas sumber daya manusia
antar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, IPM tertinggi adalah Provinsi
DKI Jakartayaitu 81,65 sedangkan urutan terendah adalah Provinsi

Papua, yaitu 61,39.

2. Kualitas Pendidikan

a. Rata rata Lama Sekolah

Ratarata Lama Sekolah (RL&Jalah ratarata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh
semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS secara nasional pada
tahun 2022 adalah sebesar 8,69 tahun atau setara depgadidikan

SLTP. Meskipun terus meningkat, dalam jangka panjang peningkatan
RLS relatif kecil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3. bahwa RLS
hanya meningkat 1,23 tahun selama 12 tahun (22002).
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Sumber: BPS

Gambar 43 Ratarata Lama Sekolaftahun) Penduduk
Usia 15 Tahun Ke atasenurut Jenis Kelamiffahun2011-2022

Selain kenaikan RLS yang cukup kecil, dua hal lain yang menjadi
perhatian adalah disparitas gender dan disparitas antar provinsk. Laki
laki masih memiliki RLS lebih lama dibandingkarempuan secara
rata-rata meskipun perbedaannya semakin mengecil (Gambar 4.3.).
Disparitas yang cukup lebar terjadi antar provinsi di mana beberapa
provinsi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Maluku memiliki RLS
di atas 10 tahun, tetapi masih adagpinsi dengan RLS di bawah 8
tahun seperti Papua, Kalimantan Baratdd TenggaraBarat, Nusa
TenggaraTimur, dan Papua BaraiGambar 4.4.). Disparitas kualitas
pendidikan antar provinsi nampaknya masih menjadi permasalahan

yang harus diatasi.
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Gambar 44 Ratarata Lama Sekolah (tahun) Penduduk

Usia 15 Tahun Ke atas MenurBtrovinsi Tahun 2022

b. Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah

murid kelompok usia sekolah yang bersekolah pada berbagai jenjang

pendidikan dengan penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS,
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semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
Partisipasi sekolah dalam jangka panjang menunjukkan kenaikan yang
cukup besar khusinya pada usia SMP, SMA, dargaruanTinggi (PT)

Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik di bidang
pendidikan di Indonesia (Gambar 4.5.). Namun demikian, dalam
beberapa 2 tahun terakhir angka partisipasi sekolah cenderung stagnan

untuk semua kelompok umur.

7-12 13-15 16-18 19-24

=—@=—=2010 =0=2015 2020 =—8=2022
Sumber: BPS

Gambar 45 AngkaPartisipasiSekolahmenurut Kelompok Umur
Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2022

APS menurut kelompok umur-I2 dan 1315 masih cukup tinggi,
berkisar antara 95 sampai 99 persen pada tahun 2022. Ini berarti
hampir seluruh penduduk usia sekolah telah mengenyam pendidikan
menurut usia sekolahnya. Namun, APS usia8hun berkisar anta

72-73 persen. Hal tersebut berarti masih sekitar 27 persen anak usia
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16-18 tidak bersekolah. Sedangkan APS usia4l€angat rendah, yaitu

berkisar 2526 persen. Artinya pemenuhan pendidikan di perguruan

tinggi belum mencapai sepertiga populasi dengan usiddltahun. Hal

tersebut karena pendidikan pada kelompok-29 umummya adalah

jenjang pendidikan tinggi, artinya penduduk yang dapat mengikuti

pendidikan tinggi masih rendah.
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Sumber: BPS

Gambar 46 APS 712, 1315, dan 1618 menurut Provinsi
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c. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang
pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai
dengan sertifikat/ijazah (BPS). BerdasarkaddhgUndangNomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di
Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan formal yang dibagi
menjadi 4 (empat) jenjang, antara lain pendidikanak usia dini
(PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengddn pendidikan
tinggi. Meskipun demikian, pada tahun 2015, Indonesia telah
mengapkan masa pendidikan wajib selama 12 tahun yang dihitung

dari jenjang Sekolah Dasar.

PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
stimulasi  pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar
dalam nemasuki pendidikan lebih lanjut (Kemendikbud, 2020). Jenjang
pendidikan dasar disiapkan untuk perkembangan dan pertumbuhan
siswa, agar mampu bersaing dan melaksanakan pendidikan level
menengah. Pendidikan dasar ini akan dilaksanakan selama 9 tahun
dimulaidari kelas 1 hingga 6 merupak&ekolah DasdSD, dan kelas

7 hingga 9 merupakasekolah Menengah Pertam&NIB. Jenjang
selanjutnya adalah jenjang sekolah menengah di mana siswa akan
dipersiapkan dengan matang untuk memasuki dunia kerja atau
pendidikan jenjang tinggi sesuai dengan minatnya. Pada jgnjan
pendidikan tinggi, siswa akan dihadapkan dengan pilihan bidang studi

yang ingin didalami mulai dari Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2),
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spesialis dan juga doktor (S3). Program pendidikan yang dijalankan juga

dapat berbedabeda sesuai dengan bidang studi yang dipilih.

BPSmencatat, tingkat penyelesaiaBekolahMenengah Atas (SMA)
hanya sebesar 66,13% pada tahun 2022. Persentase itu menjadi yang
terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya di Indonesia.
Tingkat penyelsaian SMRercatat sebesar 90,13% pada tahun 2022.
Sedangkan, tirkat penyelesaianSD mencapai 97,82%. Tingginya
penyelesaian pendidikan SD dan SMP didukung program wajib belajar
sembilan tahun. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal
yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah daah. Sampai saat ini, program tersebut
hanya mewajibkan pendidikan hingga tingkat SMP. Hal ini didukung
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47aflun 2008 tentang Waijib

Belajar.

97.3797.82
96.00 87.89.88.88 90.13

I I I I il

SD/Sed SMP/Sed SMA/Sed

m2020 ®m2021 =2022

Sumber: BPS

Gambar 47 Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Jenjang
Tahun 20262021

Dilihat dari jenjang endidikan tertinggi yanditamatkan, pada tahun
2022 lebih dari 40 persen penduduk usia 15 tahun ke &téeh
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memiliki ijazah SMA atalPT. Dibandingkan tahun 2010 terjadi
peningkatan yang cukup sifikan, di mana saat itu hanya 30 persen
penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan SMA atau PT
(Gambar 4.8.). Peningkatan pendidikan tersebut juga tercermin dari
berkurangnygoersentase penduduk yang hanyarpendidikan SD ke
bawah dari 50 persen tahun 2010 menjadi 37 persen tahun 2022.

2022 m 24.83 29.97 10.15
2020 VRS 24.80 20.10 | 9.49
2015 REEE 27.79 24.32

B
| | | | |

m<SD mSD = SMP = SMA = PT

Sumber: BPS

Gambar 48 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2022

Jika dilihat peprovinsi, maka ProvinsiusaTenggaralimur dan Papua
adalah dua provinsi dengan persentase terendah yang menyedesaik
pendidikan jenjang SMAé¢slerajat yakni 38,47% dan 39,01%.
Sedangkan Provinsi DI Yogyakarta (87,92%) dan DKI Jakarta (87,71%)
merupakan dua provinsi tertinggi yang menyelesaikan pendidikan

jenjang SMAgederajat (Gambar 4.9).

66

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



£ © ;£ ©
Q@ [ c [ c
© X @ X ®
‘B - 2 > T &
97.82 90.13 66.13 VISINOANI @ £35 -5 O
dvd 3 = o & o =
81.99 66.16 3901 VN 3 g 8 £ & 3
93.94 87.03 57.07 1vave vndvd S S S o 5
57.72 04.02 67.10 VHVLN NYINTYIN p § c 2 2 o
98.98 93.05 72.08 MINTYA 5 2 8 5 8 _
A 84,14 55.18 Lvave ISIMYINS 5 T 5 a2 g 5
(o512 | 8056 4512  OTVLNOHO9 c > 3 5
95.12 80.56 S c B - 5
97.04 91.19 65.97 VHVOONIL ISTMYINS 2 S5 & 5 | 5
98.05 90.55 68.32 NVLYT3S ISTMYINS - 5§ S ¢ & g :
— 88.90 53.73 HYONAL ISIMYINS S s € S g 2 g
96.74 91.98 66.66 VaVLN ISTMYINS £ T & & 2 g
96.04 90.55 54.80 WHVLN NY.LNVAITY 5 5 o g O 2
99.18 95.32 74.00 HNNIL NV.LNYWITY = = £ 3 §
94.68 87.95 3 67.81 NV.LYT3S NVLNVINITYS S o S ¢ s £ F g
: 32 ) 61.88 HYONIL NV.LNVWITY N » > >% % o
=l 0551 S AR 2 > 5 o
Bl o515 o 81.82 < 58.40 1vavE NYLNVINITY c S 5 8 o 5
o7 55 b= 83.05 2 3847 YNWIL YHYOONIL VSNN &8 « 35 2 d 2
» " e 61.00 1vavea VEVOONIL VSNN g = g = o 5 o W
_ 6.59 v 2 8 38 2 3 ~
| o755 ] 94.15 7 S
|3 = [F9265 66.02 NILNVE L E T 8 - 5 © E
97.24 92.65 s & o c >
98,71 90.47 66.87 HNNIL YMYC o 2 % - % g T
98.01 97.06 87.92 VLHYNVADOA Ia & S o £ & :
] o> 58.75 HYONIL VMV 2 o E 8 o S
98.01 | 90.02 | g < g <
9908 | 80.00 ] 67.05 LvdveE VML - S S E 7 0
98.58 9540 87.71 VLIVIVE Na ks > < § & ° 5
98.38 95.72 73.93 NVIY "d3X . < S 3 E o . S
96.45 84.72 66.87 ONNLIT3E YIONVE ‘d3 c 220 S5 3
: 62.42 ONNdAVT = o I = m Re) =
(o841 | (90,99 ] e s 53 E ¢ .
9765 | o081 | 64.88 NINY9 w 9 s 2 g E 2
5753 8841 67.07 NVLYT3S VHILYNNS o S c E 5 > ]
. 65.85 IGNYE L5 38 2 o 2 8
97.62 86.57 g c o
) 88.53 66.91 nvIy - O < s 2 = -
) 5583 65.96 1vave VEILYINNS g E T s S % B z
2 7 VHVLN VHILYINNS g S8 = 5 o o
[To874 | 92.84 77.16 9 E 8 °c g Z et E
70.67 S 2 £
| 9945 | 97.63 a 25
. o = & € Q2




W\

prasarana pendidikan seperti sekolah, prasarana pembelajaran, dan
lain-lain. Beberapa indikator yang terkait dengan ketersediaan layanan
pendidikan antara lain adalah rasio guru dengan siswa, rasio sekolah

dengan siswa, dan rasio kelas dengan siswa (Jatrad|,2021).

3. Tingkat Kesehatan
a. Umur HaraparHidup

Umur Harapan Hidup ®dH) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan pendudulkkhususnya peningkah derajat kesehatan
penduduk. WHH digunakan untuk menilai derajat kesehatangeduk,
artinya semakin tinggi HH di suatu wilayah, maka semakin baik pula
kualitas kesehatan di wilayah tefs&t. UHH dihitung berdasarkan
rerata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
sejak lahir. UHHerat hubungannya dengan ketersediaan fasilitas
kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas layanan
kesehatan, ketersediaan pangan, tingkat kesejahteradan faktor

sosial lainnya.

Data dari BPS menunjukkan bahwéild di hdonesia telah mencapai
angka 73,3%ada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa
rata-rata masyarakat Indonesia menjalani hpdningga berusia kurang
lebih 7374 tahun. UHHIi Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun
2022 menunjukkan trenang meningkat. Peningkatan umhbarapan
hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program

program pemerintah di bidang kesehatan dan tidak terlepas juga dari
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faktor-faktor yang mempengaruhi umunarapan hidup itu sendiri,

©
n
N~

SP1971 SP1980 SP1990 SP2000 SP2010  SP2020LF

berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi.

52.20
59.80
65.40
70.70
73.37

45.70

I 44.20
I 4720
. 50.64
I 53.69
. 58.06
I 61.54
. 63.45
I 67.30
. 68.70
I 72.60
I 71.25

m Laki-laki ®mPerempuan = L+P

Sumber: BPS
Gambar 410 Umur Harapan Hidugaat Lahitndonesia
menurut Jenis Kelamin Tahut971-2022

AHH perempuan lebih tinggi hampir 4 tahun dibanding AHHd&ki
Tingginya AHH perempuan diantaranya dipengaruhi oleh faktor
biologis perempuan yang memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik,
kepedulian terhadap kesehatan serta rendahnya faktor periléila

perempuan dibanding lakaki.

UHH di level provinsi juga menunjukkan pola yang sama, yaitu naik dari
tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa di level provinsi
juga sudah terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Masih
terdapat beberapa provinsi yang perlu menindéat umur harapan
hidupnya agar tidak terlalu rendah apabila dibandingkan dengan UHH
tingkat nasional. Provingrovinsi yang perlu mendapat dukungan

untuk peningkatan UHH umumnya berada di Indonesia bagian timur,
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seperti Sulawesi Barat, Papua, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi

Tengah.

DKI JAKARTA . 75.02
D | YOGYAKARTA I 7477
JAWA TENGAH I 74.20
BALI I 74.08
KEPULAUAN RIAU I 74.06
JAWA TIMUR I, 74.02
JAWA BARAT . 74.00
BANTEN I 73.94
KALIMANTAN TIMUR . 73.50
RIAU . 73.46
LAMPUNG I, 73.46
INDONESIA I /3.37
SUMATERA BARAT . 73.29
KALIMANTAN UTARA . 73.25
KEP. BANGKA BELITUNGEIIIm. 73.19
SUMATERA SELATANImm. 73.18
JAMBI I 73.13
SULAWESI UTARA . 73.08
KALIMANTAN SELATAN . 73.07
KALIMANTAN BARAT . 73.01
KALIMANTAN TENGAH I 72.90
SULAWESI SELATANIm. 72.83
SUMATERA UTARA " 72.80
ACEH I 72.44
BENGKULU . 72.39
SULAWESI TENGGAR A 71.37
NUSA TENGGARA BARATHImmm——.  70.96
NUSA TENGGARA TIMURIIII. 70.67
SULAWESI| TENGAH . 70.08
MALUKU UTARA . 69.85
SULAWESI| BARAT I, 69.70
GORONTALO I, 69.63
MALUKU I 69.53
PAPUA BARAT Il 67.63
PAPUA IIm 67.35

Sumber: BRSP2020 LF

Gambar 411 Umur Harapan HidugSaat Lahitndonesia

menurut Provinsi Tahun 2022
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b. Angka Kematian Ibu

HasilLong ForngensusPenduduk2020menunjukkan Angka Kematian
Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 189 yang artinya terdapat 189 kematian
perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per
100.000kelahiran hidup. Terdapat penurunan yang cukumgikan
pada angka kematian iboerdasarkan &susPenduduk2010, SUPAS
2015 dan £nsusPenduduk2020 yaitu 45 persen. Memperhatikan tren
penurunan AKImakaupaya yang dilaksanakan BKKdNam rangka
mencapai target RPIJMN 202024 untuk penurunan AKI menjadi 183
per 100 ribu kelahiran pada tahun 2024 optimis akan tercapai. Adapun
upaya yang dilakukan adal&dampanye dan edukasi pengaturan usia
dan jarak kehamilagrserta peningkatan kualitas layanan saatenatal

caredanpasca natal care

346
305
189
SP2010 Supas2015 SP2020LF
Sumber: BPS

Gambar 412 PerkembangarAngka Kematian Ibdi Indonesia

Angka kematian ibu menurut provinsi sangat bervariasi, menunjukkan
sangat tingginya disparitas situasi kesehatan antar provinsi khususnya
terkait layanan kesehatan ibu. Provinsi Papua memiliki angka kematian
ibu yang cukup ekstrem, mencapai 565 kamatian fer 100.000

kelahiran hidup. Sementara itu, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta,
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DI Yogyakarta, dan Bali memiliki AKI yang cukup kecil, yaitu di bawah
100 per 100.000 kelahiran hidup. Gambar 4.13 di atas juga

memperlihatkan bahwa 20 provinsi masih memiliki AKI di atas angka

nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tuges be
yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kesehatan ibu, padahal

penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu prioritas

nasional.
PAPUA 1565
PAPUA BARAT | 343
NUSA TENGGARA TIMUR | 316

SULAWESI BARAT i d 274
GORONTALO  Ld 266
SULAWESI TENGAH  d 264
MALUKU s 261
NUSA TENGGARA BARAT L 257
MALUKU UTARA  Lead 255
KALIMANTAN BARAT Ll 246
SULAWESI UTARA 230
SULAWESI TENGGARA L 226
KALIMANTAN SELATAN L 224
ACEH Ld 201
KALIMANTAN TENGAH L 200
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  Lsd 198
SUMATERA UTARA L 195
KALIMANTAN UTARA  Ld 194
SULAWESI SELATAN  Ld 192
LAMPUNG L 192
INDONESIA  Lsd 189
JAWA BARAT Ll 187
JAWA TIMUR s 184
JAWA TENGAH  Lnnd 183
BENGKULU  hd 179
SUMATERA BARAT L 178
KALIMANTAN TIMUR s 177
JAMBI  ssssssd 177
SUMATERA SELATAN e 175
RIAU  Ld 158
KEPULAUAN RIAU L 142
BANTEN  d 127
BALI  Lewd 85
DI YOGYAKARTA Lwd 58
DKI JAKARTA L 48

Sumber: BPSFSP 2020

Gambar4.13 Angka Kematian Ibu menurut Provinsi Tahun 2022
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c. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKBlerupakan salah satu indikator dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020
2024 dengan target 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2ZKB.
menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hith@pdasarkan hasil
Sensus Penduduk 201@enjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup
berdasarkanhasil Long FormSensusPenduduk 2020. Penurunan ini
berbandingterbalik dengan persentase bayi yang mendapat imunisasi
lengkap serta peningkatan ratata lama pemberian ASI. Pemberian
imunisasi dan ASI membuat bayi semakin mampu bertahan hidup.
Disisi lain pengaruh program pendewasaan usia kawin pertama juga
berkontribusi terhadap AKB.

145
109
71
47
26
. 16.86

SP1971 SP1980 SP1990 SP2000 SP2010 SP2020LF

Sumber: BPS

Gambar 414 PerkembangarAngka Kematian Bayi Indonesia
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PAPUA s nniins 38T %
PAPUA BARAT s 37.06 %
MALUKU e 29.82°%
GORONTALO geememmmrnsgs 2947 %
SULAWES| BARAT s 29.21 %
MALUKU UTARA e 28.61°%
SULAWESI| TEN G A Higeesseiiss 2772 %
NUSA TENGGARA TI|MU Resessssiaems 2567 %
NUSA TENGGARA BARA Esmmsms 74,644
SULAWESI| TEN GG AR lezsesss 232974
BENGKULU g 19734
ACEH EHEss 194178
SUMATERA UTARA gz 18.28 %
SULAWESI| SELATANE228822 18.2°%
KALIMANTAN TENGAH g 17.95%
KALIMANTAN BARAT e 17 474
SULAWESI| UTARA B2 17.23%
KALIMANTAN SELATAN gegssg 17.22°%
JAMB| E#8E16:99%
INDONESIA E2516.85%
SUMATERA SELATANE2 16784
KEPULAUAN BANGK)&#216.75%
KALIMANTAN UTARA 516,65 %
SUMATERA BARAT 22816352
LAMPUNG & 15.69%
RIAU E2%1569%
KALIMANTAN TIMUR 228#1551%
BANTEN #©#13:83%
JAWA BARAT 2#13.56
JAWA TIMUR E#13:49
KEPULAUAN RIAU g#13:31°%
BALI E#1326%
JAWA TENGAH B 12774
DI YOGYAKARTARE109%
DKI JAKARTA #10:38

]
]

Sumber: BPR$SP2020 LF
Gambar 415 Angka Kematian Baynenurut Provinsi Tahun 2022

d. Angka Kematian Balita
Angka Kematian Balitzdalah jumlah kematian anak berusig @ahun
selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada
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pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka kematian
balita mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung
mempengaruhi tingkat kesehatan balita. Berdasarkan data Sensus
Penduduk 2020, dalam 1000 balitalonesiaerjadi 3 kematian balita.
Menurut wilayah, angka kematian balita yang paling tinggi terjadi di

Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu 49 dan 47 kematian dalam 1000

balita.
PAPUA 49.04
PAPUA BARAT 47.23
MALUKU 36.54
GORONTALO 35.85
SULAWESI BARAT 35.49
MALUKU UTARA 34.58
SULAWESI TENGAH 33.44
NUSA TENGGARA TIMUR 30.72
NUSA TENGGARA BARAT 29.37
27.93

SULAWESI TENGGARA
BENGKULU s 23.38
ACEH i 22.88
SULAWESI SELATANSSSSSSSm 21.49
SUMATERA UTARA S 21.37
KALIMANTAN TENGAH s 21.19
KALIMANTAN BARAT M 20.44
SULAWESI UTARAMS 204
KALIMANTAN SELATAN e 20.1
JAMBI s 19.98
INDONESIA s 19.83
KEPULAUAN BANGKA BELITUN Gaaas 19.67
SUMATERA SELATANGSGE 19.62
KALIMANTAN UTARA s 19.43
SUMATERA BARAT i 19.19
LAMPUNG s 18.3
RIAU e 18.24
BANTEN s 16.15
JAWA BARAT s 1591
JAWA TIMUR e 15.64
KEPULAUAN RIAU s 15.43
BALI B 15.37
JAWA TENGAH s 14.81
DI YOGYAKARTA M 12.62
DKI JAKARTA Maas 12.02

Sumber: BP$FSP2020
Gambar 416 Angka Kematian Balitanenurut ProvinsiTahun 2022
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4. Kualitas Tenaga Kerja
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (OJTPT
Pengangguranterbuka sesuai dengan konsep yang disampaikan
Indonesia Labour Organization (ILO) mencakup penduduk yang
mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan
usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang
tidak aktif mencari pkerjaan dengan alasan sudah mempunyai

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

BPSmelaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TiRiDnesiapada
tahun 2022 sebesar 5,86 persen. TIRGonesiamemiliki tren yang
menurun dalam jangka panjang (Gambar 4.17), meskipun kadang
berfluktuasi sebagai respon atas kondisi ekonomi yang terjadi. Sebagai
contoh, pada Agusts 2020, TPT naik signifikamaidindan dengan
tahun sebelumnya sebagai dampak dari pembatasan sosial yang terjadi

selama awal berlangsungnya pandefovid-19 dilndonesia

[EEN
[l
N ©
»
8 ©
~ 0
Pow ~
‘03-\"& '\ICD
= o ¢
=2 ® 92 2 a2 SR
H'_‘LD'_"(“ (4] © o
HU—IO\)O.)
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Sumber: BPS, Sakernas Agustus

Gambar 417 Tingkat Pengangguran Terbuka (THEhun20052022
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Menurut provinsi, TPT yang tinggi justru dijumpai di daetabrah
industri yang menjadi tujuan utama para pencari kerja seperti di daerah
Jawa Barat, KepulanaRiau, dan Banten (Gambar 4)18ebaliknya
daerahdaerah pertanian cenderung memiliki TPT yang lebih rendah
karena lebih mudah menyerap tenaga lerjsekalipun dengan
kualifikasi endidikan atau keterampilan yang rend&leh karena itu,
besarnya TPT cenderung kurang menggambarkan kualitas tenaga kerja
yang ada di suatu wilayah. Bahkan TPT tinggade pada angkatan
kerja dengan karakteristik adalah ld#ki, berada pada kelompok umur
1519 tahun, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) kejuruan, dan

tinggal di perkotaan.

8.09
8.23
8.31

2.34
2.58
2.83
2.89
3.00
3.36
3.54
3.59
3.98
4.06
4.26
4.33
4.37
451
4.52
4.59
4.63
4.74
4.77
4.80
5.11
5.37
5.49
5.57
5.71
5.86
6.16
6.17
6.28
6.61
6.88
7.18

RIAU

SULAWESI SELATAN
BALI

KALIMANTAN BARAT
ACEH

JAMBI
SUMATERA BARAT

SUMATERA SELATAN

PAPUA
KALIMANTAN SELATAN

NUSA TENGGARA BARAT
BENGKULU
MALUKU UTARA
DI YOGYAKARTA
LAMPUNG
INDONESIA
SUMATERA UTARA
MALUKU

DKI JAKARTA
BANTEN

KEP. RIAU

JAWA BARAT

GORONTALO
KALIMANTAN TENGAH
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Gambar 418 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi

Tahun 2022
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b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatankerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang
bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidakkerja, dan
menganggur. BP@elaporkan terdapat 143,72 juta jiveangkatan kerja
pada Agustus 2022, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jika dibandingkan
dengan posisi Agustus 204tmlah angkatan kerja sudah bertambah
3,5 juta jiwa (2,55%), dan TPAK bertambah 0,83 persen.
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Sumber: BPS, Sakernas Agustus
Gambar 419 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Tahug0052022

Jumlah angkatan kerja nasional menunjukkan tren naik seperti terlihat
pada grafik seiring tumbuhnya jumlah penduduk. Sedangkan TPAK
terlihat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. BPS juga melaporkan jumlah

penduduk usia kerjédi atas 15 tahun) berjumlah 209,42 juta jiwa pada
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Agustus 2022. Dari jumlah tersebut sebanyak 143,72 juta masuk
kategori angkatan kerja, dengan rincian 135,3 juta jiwa bekerja, 8,43
juta jiwa menganggur. Kemudian 65,8 juta jiwa penduduk usia kerja
tidak termasuk kategori angkatan kerja, dengan rincia® J%ta jiwa

masih bersekolah, 41,25 juta mengurus rumah tangga, dan 8,84 juta

jiwa berstatus lainnya.
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Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022

Gambar 420 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Provinsi
Tahun 2022

c. Persentase Setengdtengangguran

Setengah menganggur adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di
bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam
seminggu) dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Tingkat setengah pengangguran menggambarkan tingkat penggunaan
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tenaga kerja yang kurang dari sewajarnyaderutilization of laboy,
sehingga secara tidak langsung menunjukkan penggunaan tenaga kerja

yang kurang produktif.

Tingkat setengah menganggiirindonesisberdasarkan data Sakernas
tahun 2022 sebesar 6,32% dari total penduduk yang bekerja.
Dibandingkan dengan tahuiahun sebelumnya, tingkat setengah
pengangguran cenderung menurun dalam periode 22Q%9 (Gambar
4.21)), selajutnya pada awal masa pandenuv@d-19 meningkat tajam

tahun 2020, meskipun kemudian menurun kembali pada tahun 2021

dan 2022.
10.19
8.48 1 871
e 7.58 7.55 ]
-— —-— 6.61 6.42 6.32

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sumber: BPS, Sakernas Agustus

Gambar 421 Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2Q022
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Gambar 422 Tingkat Setengah Pengangguran menurut Provinsi
Tahun 2022

Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Baddn Nusa Tenggara Timur

merupakan provinsi yang angka setengah penganggyatertinggi

dibandingka provinsi lainnya (Gambar 2 2Rlenurut Sakernas 2022,

persentase setengah pengangguran lebih tinggi terjadi pada pekerja

dengan karakteristik adalah lakiki, berada pada kelompok umur-15

19 tahun, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) umum, dan tinggal di

pedesaan.

. Persentase Pekerja Sektor Informal

Pekerjainformal didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan

status pekerjaan berusahaendiri, berusaha démtu buruh tidak

tetap/buruh tidakdibayar, pekerja bebas, dan pekerja kaeiga/tidak
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dibayar. Sebagian besar karakteristik pekerja sektor informal adalah
perempuan, tinggal di pedesaan dan tidak sekolah. Tingkat pendidikan
berhubungan erat dengan pekerja sektor informdil,manasemakin

baik tingkat pendidikan seseorangakasemakin kecil risiko mereka
bekerja di sektor informal. Selain faktor di atas, ketersediaan fasilitas,
perkembangan pembangunan di suatu wilayah dan ketersedian
lapangan pekerjaan juga mempengaruhi pilihan pekerja informal.

60.47
59.45 59.31

57.75 57.6
57.03 56.98

55.88

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sumber: BPS, Sakernas Agustus

Gambar 423 Persentase Pekerja Informal Tahun 202822

Pada periode 2012019, persentase pekerja informal tidonesia
konsisten mengalami penurunan hingga mencapai 55,88 pgrada
tahun 2019. Namun demikian, pekerja informal Iddonesiamasih
sangat besar, melebihi setengah dari penduduk yang bekerja. Bahkan
pada masa pandemi, pekerja informal melonjak hingga meiesh
persen pada tahun 2@2 Tingginya persentase pekerjaformal
merupakan cerminan utama kualitas tenaga kerja yang rendah. Pekerja
informal umumnya diasosiasikan dengan pendidikan yang rersidh,

yang rendah, dan akhirnya tingkat upah/pendapatan yang rendah.

82

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



W\

Lebih jauh lagi, pekerja informal juga identik dengan perlindungan

tenaga kerja yang lemah.
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Gambar 424 Tingkat Setengah Pengangguran menurut Provinsi

Tahun 2022

5. Kesetaraan Gender

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IP@jerupakan indikator yang

digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pembangunan
manusia antara lakaki dan perempuan. IPG mengkaji pencapaian
pembangunan manusia lakiki dan perempuan dari tiga perspektif
fundamental, sebagaimana IPM, yaitu umur panjdiag hidup sehat,

pengetahuan, dan standar hidup yang layak (BPS, 2020a). IPG dapat
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dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori rendah bila nilai IPG kurang

dari 90 dan kategori tinggi bila nilai IPG lebih dari atau sama dengan 90

N N N N N N N N N N N N N
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Sumber: BPS

Gambar 425 Indeks Pembangunan Gend&ahun20102022

Capaian IPGndonesiatahun 2022 meningkat dibandingkan tahun
2021, dari 91,27 menjadi 91,63 (Gambar 4.25.). Berdasarkan sebaran
provinsi pada tahun 2@terdapat 19 provinsi dengan skor IPG di
bawah nasional yaitu 6 provinsi di Pulau Sumatera, 1 provinsi di Pulau
Jawa, 1 provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 5 provinsi di Pulau
Indonesia 3 provinsi di Pulau Sulawesird3 provinsi di Maluku dan di
Pulau Papua. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IPG tidak merata di

Indonesia
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Gambar 426 Indeks Pembangunan Gender menurut Provinsi

Tahun 2022

. Indeks Pemberdayaaaender (IDG)

IndeksPemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang digunakan di
Indonesiauntuk mengukur kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan. Indeks tersebut dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Partisipasi
perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik meningkat selama
lima tahunterakhir. Hal ini tercermin @i IDGyang teus meningkat
sejak tahun 2017. Nilai IDgBbesar 71,7p¢ada tahun 2017, sedangkan
nilai IDG naik menjadi 76,26 pada tahun 2021. IDG merupakan
indikator yang mengukur realisasi hak dan kesetaraan gender

berdasarlan partisipasi politik dan ekonomi, di mana IDG menunjukkan

85

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



W\

apakah perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan
ekonomi dan politik. Tiga indikator yang digunakan dalam IDG adalah
partisipasi perempuan di parlemen, partisipasi sebagai pekerja, dan
bagian pendapatan yang diperoleh. IDG berfokus pada patisip

dengan mengukur ketidaksetaraan gender dalam ekonomi, partisipasi

politik, dan pengambilan keputusan.
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Gambar 427 Indeks Pemberdayaan Gend&iahun2010-2022

Berdasarkan Gambar 4.2if atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan
IDG pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 secara
nasional. Bahkan secara konsisten dalam periode 2022 IDG terus
mengalami kenaikan, walaupun jika dilihat per provinsi masih terdapat

11 provinsi yag mengalami penurunan IDG pada periode 20022.

Pada tahun 2022, masih terdapat ketimpangan capaian IDG pada
provinsi dilndonesia IDG di atas rataata nasional (76,59) terdapat
hanya di empat provinsi, yaitu ProvinsidonesiaTengah (81,98),
Sulawesi Utara (78,99), Maluku Utara (78,99), ddndnesig76,87).

DI Indonesia menjadi satusatunya provinsi dari wilayah barat
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Indonesiadengan nilailDG di atas rat@ata nasional. Sementara itu,

tiga provinsi dengan IDG terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
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Gambar 428 Indeks Pemberdayaan Gender menurut Provinsi

Tehun 2022

c. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen masih sangat rendah.

Menurut data Bank Dunia (2019), Indonesia menempati urutai de

Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di Parlemen.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak

berdampak pada isu kesetaraan gender dan tidak mampu menjawab

isu utama perempuan.
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Berdasarkan data BPS, keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen
secara nasional pada tahun 2022 masih dibawah 30%, yaitu 21,74%.
Adapun jika dilihat per provinsi, hanya terdapat tujuh provinsi dengan
nilai persentase di atas nilai persentase nasioratuyProvinsi Maluku
(23,26%), Sulawesi Selatan (25,88%), Gorontalo (26,67%), Sulawesi
Tengah (27,27%), Maluku Utara (28,89%), Sulawesi Utara (29,55%), dan
yang tertinggi di Kalimantan Tengah (33,33%).

Sumber: BPS

Gambar 429 Persentase Perempuan di Parlemen, 202022

Upaya dan komitmen kuat yang selalu dilakukan oleh pemerintah
untuk mencapai kesejahteraan gender yang setara adalah dengan terus
mendorong tercapainya kuota 30 persen perempuan di parlemen,
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undamtang
Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undainglang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu pemerintah juga
berupaya untuk menghilangkan ketimpangan gender dari politik
sehingga perempuan mendapatkan akses yang sama untuk

berpartisipasi dalamgmbangunan.
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Gambar 430 Persentase Perempuan di Parlemen menurut Provinsi
Tahun 2022

6. Kemiskinan dan Ketimpangan
a. Persentase Penduduk Miskin

Persentas@enduduk miskin adalah persentase penduduk yaergda

di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan menunjukkan nilai
rupiah pengeluaran minimal yang diperlukan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan, berupa makanan dan
non makanan. Meskipun demikian, kemiskinan sebenarnya hérsif
multidimensi, tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga erat kaitannya

dengan kualitas sumber daya manusia maupun sksitural.
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Upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan
telah menunjukkan hasil yang semakin positif. Menurut BPS, pada
Maret 2022, persentase penduduk miskin sebesar 9,54 persen dari
total penduduk Indonesia. Secara umum tren persentase penduduk
miskin menurun meskipun pernah meningkat pada beberapa periode

krisis seperti pada masa pandemi Ce{y8l barubaru ini (Gambar

4.31).
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Gambar 431 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun 19962022

Seperti ditunjukkan Gambar 4.32., delapan provinsi memiliki
persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi yaitu Provinsi
Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Bengkulu. Sementara itu, beberapa
proving memiliki persentaspendudukmiskin yang rendah di bawah 7

persen, seperti terdapat di Provinsi Bali, Riau, Kepulauan Riau,
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Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, semua

provinsi di Pulau Kalimantan, dan Maluku Utara.

AL TAHUN 2022 s Al
- CAPAIAN NASIONAL ; IEEZIN

Sumber: BPS

Gambar 432 Peta Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di
Indonesia Tahun 2022

b. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

Persentase penduduk miskin ekstrem adalah persentase dari jumlah
penduduk yang hidup di bawah gakmmiskinan ekstrem, yaitu kondisi
ketika seseorang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat
mendasar dan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang, dan papan. Garis kemiskinan ekstrem ini digunakan sebagai
standar untuk mengukur tingk kemiskinan yang sangat parah.
Penduduk miskin ekstrem adalah kelompok yang paling parah dalam
kemiskinan dan kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti
pangan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Oleh karena itu, pemerinta dan berbagai organisasi sosial terus
berupaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui berbagai program dan

kebijakan.
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BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2022, persentassduduk
miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,04 persen. Angka ini
menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan
tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan
masyarakat Indonesia (Gambar 4.33.). Kemiskinan ekstiai
terutama terjadi di daeraldaerah yang terisolasi dan kurang
berkembang, seperti di daerah perbatasan dan ptgalau terpencil

di Indonesia. Faktefaktor seperti akses terbatas terhadap sumber
daya dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi i utama
kemiskinan ekstrem di daerateerah tersebut. Berdasarkan Gambar
4.34., terdapat 3 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem
yang cukup tinggi (di atas 5 persen) yaitu Papua, Papua Barat, dan Nus

Tenggara Timur.

M A M_— Miskin _ Cﬁ)l‘l

Tidak
ekstrem

Ekstrem

2021 2022

Sumber: BPS

Gambar 433 Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem di
Indonesia Tahur2021-2022
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Sumber: BPS

Gambar 434 Persentase Penduduk Miskin Ekstraanovinsi
Tahun 2022

c. Rasio Gini

Rasio Gini ataGini ratioadalah sebuah ukuran ketimpangan distribusi
pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau nedaira.
ratio dihitung pada skala 0 sampai 1, di mana 0 mewakili kesetaraan
sempurna, yaitu setiap orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang
sama, dan 1 mewakili ketimpangan sempurna, yaitu satu orang
memiliki semua pendapatan, sementara orang lain tidak punya
pendgatan. Dengan kata lain, semakin mendelgitii ratio sama
dengan 1makasemakin besar ketimpangan pendapatan dalam suatu
masyarakat. Ukurarini sering digunakan oleh ahli ekonomi dan
pengambil kebijakan untuk memahami dan mengukur ketimpangan

sosial dan ekonomi.

Di Indonesia,gini ratio secara historis cukup tinggi, menunjukkan
ketimpangan pendapatan yang masih cukup ting@ini ratio di

Indonesia adalah 0,378 pada tahun 2010, yang meningkat menjadi
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0,413 pada tahun 2013 sebelum sedikit menurun menjadi 0,384 pada
tahun 2022. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam
mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat

kesenjanga yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan
di antara penduduknya. Selain iwini ratiodi Indonesia masih berada

di atas ratarata dunia.
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Gambar 435 Gini Ratio di Indonesia Tahun 20:2D22

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini,
seperti keterbatasan akses ke pendidikprluang kerja yangurang
merata, perbedaan dalam akses ke layanan publik dan kesehatan, serta
kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu,
upaya terus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan
mencapai kesetaraan yang lebih baik dalam distribusdppatan dan

kekayaan di Indonesia.
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Ketimpangan pendapatan hanyalah salah satu ukuran tingkat

masyarakat secara

pembangunan dan kesejahteraan ekonomi

keseluruhan, dan ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap

mengurangi

Meskipun demikian,

kualitas hidup masyarakat.

ketimpangan pendaatan merupakan tujuan penting bagi pembuat

kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia.
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Gambar 436 Gini Ratio menurut Provinsi, Maret 2022
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BAB V
PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Capaian Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga mgrakan salah satu amanat Undablgdang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluargai mana pemerintah dan pemerintah daerah
berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut
mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, maupun lansia;
pemberdayaan keluarga réan; peningkatan kualitas lingkungan

keluarga; serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga.

11 INDIKATOR
Szl 17 VARIABEL
Pemenuhan Kebutuhan

Kemandirian [N Dasar (3 variabel)

- Jaminan Keuangan (1 var)

R Keberlangsungan / \

'\ Pendidikan (1 variabel)

Kesehatan Keluarga (1 var) Terwujudnya
' Akses Media Online (1 var) INDEKS h;iz::-i%:s
. | PEMBANGUNAN | | berketahanan
. —  Kegiatan Ibadah (1 var)

sejahtera lahir
batin

- Legalitas Keluarga (2 var)

"\ Jaminan Kesehatan (1 var)

" Keharmonisan Keluarga (2
variabel) \—/J

Kebahagiaan §

Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2022

Gambar 51 Konsep Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
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Untuk mengukupembangunan keluarga, BKKBN telah mengembangkan
Indeks Pembangunan Keluar(ilBanggayang terdiri atas 3 dimensi, 11
indikator, serta 17 variabel (Gambar %.1Bangganencermnkan capaian
pembangunan keluarga dalam skala O s.d. 100 dengan kategori rentan (di
bawah 40), berkembang (40 s.d. 70), serta tamggliatas 70).

Dimensi
Ketenteraman

58,23

52,41 ‘

Dimensi
Kebahagiaan

57,56

iBangga 2021:
54,01

Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2022

Gambar 52 Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2222

Secara nasionatapaian iBangga tahun 2022 adalah sebesar 56,07, hal
tersebut berarti keluarga Indonesia berada pada kategori cukup baik
(berkembang). Meskipun demikian, angka capaian tahun 2022 tidak
mencapai target yaitu sebesar 57. Dari&alimensi iBangga, dimensi

ketentraman merupakan dimensi dengan capaian tertinggi yaitu 58,23.

Selanjutnya diikuti indeks kebahagiaan dan kemandirian dengan rmasing
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masing capaian 57,56 dan 52,4hibandingkan tahun 202liBangga
menunjukkan peningkatan sebesar 2,06 yaitu 54,01 pada tahun, 2021
kemudianmeningkat menjadi 56,07 pada tahun 2022. Berdasarkan data
capaian tahun 2022, terdapat 4 (empat) provinsi yang mencapai target
sebesar 57, yaitu Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur. Sementara
terdapat juga 4 (empat) provinsi dengan capaian di atasetangsional

yaitu DIYogyakartadan Kepulauan Riau dengan capaian 59, serta Bali dan
Jawa Tengah dgan capaian 58,ehinggaterdapat 23% provinsi yang
mencapai target nasional. Secara umum capaian provinsi berada di atas
angka 51, namun terdapat 1 provinsi dengan capaian cukup jauh di bawah
provinsi lainnyayaitu Papua dengan capaian 46,32. Meskipun capaian
antar provinsi cukup variatif, namun secara keseluruhan berada pada

kategori cukup baik (berkembang).
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Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2022

Gambar 53 Indeks Pembangunan Keluarga menurut Provinsi
Tahun 2022
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Provinsi Tahun 2022
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Apabila dilihat berdasarkan indeks, maka provinsi dengan indeks
ketentraman tertinggi adalah DI Yogyakadtn Kalimantan Utara dengan
capaiandi atas62. Sementara pada indeks kemandirian, capaian tertinggi
padaprovinsi meliputi DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tedigads

54. Kemudian, pada indeks kebahagiaan capaian tertinggi diperoleh
Provinsi Kepulauan Riau dengan capalaatas62. Selanjutnya provinsi
dengan capaian terendah pada masimgsing dimensi adalah Papua yaitu
sebesar 527 pada dimensi ketentraman, 40,50 pada dimensi

kemandirian, dan 46,18 pada dimensi kebahagigambar 5.4).

2. Ketahanan Balita dan Anak
a. Prevalensi Stunting

Dalam upayamewujudkan Indonesia Emas 2045, maka pembangunan
sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang harus
dilakukan sejak dini. Salah satu poin penting adalah menyiapkan
generasi muda yang sehat dan bebas stunting. Stunting adalah kondisi
kekuran@gn gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan seorang
anak. Hal tersebut sebagai akibat dari infeksi yang berulang, dan
kurangnya konsumsi makanan bergizi. Akibatnya pertumbuhan
tubuhnya terganggu, serta mempengaruhi perkembangan kognisi,
sigem imun yang lemah, serta risiko tinggi mengalami penyakit
degeneratif di masa dewasanya kelak. Risiko stunting diperkirakan
sebesar 20% dimulai sejak dalam kandungan, hal ini terjadi pada ibu
dengan nutrisi buruk sehingga janin tidak mendapatkan makanan
bernutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan

perkembangan selama dalam kandungan (BKKBN, 2017). Intervensi
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dalam rangka pencegahan stunting harus dilakukan tidak hanya pada
keluarga dengan baduta/balita, namun juga pada masa kehamilan,
bahkan pada masa pra konsepsi yaitu 3 bulan sebelum merencanakan
kehamilan. Oleh karena itu, remaja/calon pengantin juga menjad
kelompok yang harus diintervensi program pencegahan stunting.

Dengan begitu, risiko stunting dapat diantisipasi dengan lebih dini.
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Sumber: Riskesdas 210, 2013, 2018; SSGB] 23613 2021, 2022

Gambar 55 Tren Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia

Tren prevalensi stuntindi Indonesia cenderung mengalami penurunan
meskipun sedikit meningkat pada periode 2€AT13. Penurunan yang
signifikanterjadi dari tahun 20242022, di mana dalam waktu sdtan
terjadi penurunan sebesar 2,8 persen. Berdasarkan Basilei Status
Gizi IndonesiagSQI2022 menunjukkan prevalensi stunting berada
pada angka 21,6%. Artinya Indonesia masih mengalami darurat
stunting dikarenakan masih tinggia prevalensi stunting. &hurut
World Health OrganizatioW(HQ masalah kesehatan dianggap kronis

apabla prevalensi stunting lebih dari 20%.
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Dalam upaya percepatan penurunan stunting, untuk mencapai 14%
pada 2024, maka diharapkan terjadi penurunan sebesar minimé 3,5
setiap tahumyasampai dengan 2024. Berdasarkan PeratiPaesiden
Nomor 72 Tahun 202lenhtang Percepatan Penurunan Stunting,
strategi nasional yang harus dilakukan meliputi 5 pilar vyaitu:
peningkatan komitmen pemerintah di semua tingkatan; peningkatan
komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
peningkatan konvergensi intervenspesifik dan sensitif; peningkatan
ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, kelompok dan
masyarakat; serta penguatan dan pengembangan sistem, data,

informasi, riset dan ineasi.

Riau IS 17.0
Jambi IS 18.0
Bangka Belitung N 138.5
Sumatera SelatarilN 18.6

Aceh I 31.2
Nusa Tenggara Bardills 32.7
Papua I 34.6

Bali I 8.0
DKI Jakarta i 14.8
Lampung N 15.2
Kepulauan Riaullls 154
DI Yogyakarta N 16.4
Jawa Timur I 1902
Bengkulu IS 198
Banten N 20.0
Jawa Barat N 20.2
Sulawesi Utara N 20.5
Jawa TengahlN 20.8
Sumatera Utara I 21.1
Indonesia NN 21.6
Kalimantan Utara IS 221
Gorontalo NN 238
Kalimantan Timur IS 239
Kalimantan Selatarillis 246
Sumatera Barati. 252
Maluku I 26.1
Maluku Utara I 26.1
Kalimantan Tengahlme 6.9
Sulawesi Selatariiliiiaa—. 27.2
Sulawesi Tenggardi- 27.7
Kalimantan Baratimm 27.8
Sulawesi Tengalil. 282
Papua Barat I 30.0
Sulawesi Baratilllas 35.0
Nusa Tenggara Timui— 35.3

Sumber: SSGI 2022

Gambar 56 Prevalensi Stunting menurut Provinsi Tahun 2022

Disparitas antar provinsi cukup tajam, dimammovinsi dengan
prevalensi tertinggi berada pada angka 35,3% yaitisaNlenggara

Timur, sementara provinsi dengan prevalensi terendah pada angka 8%
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yaitu Bali. Secara nasional, masih terdapat 6 (enam) provinsi dengan
prevalensi 30 ke atas yaitu s&a berurutan Papua Barat, Acalusa
TenggaraBarat, Papua, Salwesi Birat, dan NusaTenggaralimur. Pada
provinsiprovinsi tersebut dibutuhkan strategi khusus dalam rangka
percepatan penurunan stunting sehingga dapat mendongkrak capaian

angka nasional.

3. Ketahanan Remaja
a. Umur Perkawinan Pertama

Umurperkawinan pertama bagi seorang wanita sangat penting karena
merupakan saat dimulainya masa reproduksi. SesundablgUndang
Nomorl6 Tahun 2019 tentang Perubahan ataslbhgUndang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, umur minimum bagi seorang
wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan pertama adalah 19
tahun. Pembatasan umur minimum perkawinan ini dilakukan untuk
mencegah terjadinya perkawinan anak yang secara medis merupakan
usia yangoerisiko untuk hamil bagi wanita. Menikahusia anak juga
menyebdokan seorang wanita memiliki masa reproduksi yang lebih
panjang sehingga memperbesar peluang memiki anak yang lebih
banyak. Di samping itu, anak merupakan aset masa depan bangsa yang
harus mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang memadai untuk

menyongsondndonesia Emas 2045.
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Gambar 57 Median Umur Kawin Pertama (MUKP) di Indonesia

Median Umur Kawin Pertama (MUKdelalah salah satu indikator yang
digunakan untuk melihat usia idepérkawinan pertama pada wanita.
Idealnya seorang perempuan menikah di atas 20 tahun namun tidak
lebih dari 35 tahun. BKKBN telah berupayatuknmeningkatkan
median usia kawin pertamgang mencerminkan rateata umur
pertama kali menikah bagi seorang wanit&lasil perhitungan
berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022
menunjukkan bahwa capaian MUKP tahun 2022 adalah sebesar 20,98
tahun, sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra BKKBN tahun
2022 sebesar 22 tahun. Artinya MUKP tahun 2B8Rim memenuhi
target yang sudah ditetapkan meskipun sudah memiliki sedikit

peningkatan dari tahun 2017 yang mencapai 20,8 tahun.

Secara umumprovinsi dengan MUKP wanita tertinggi adalah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (23,9), sementara yang terendah adalah
Kalimantan Tengah. Lebih dari separuh (52,94%) provinsi di Indonesia

dengan MUKP telah mencapai 21 tahun ke atas. Sementara itu, jika
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dilihat dari target MUKP pada Renstra BKKBN tahun 2022 sebesar 22
tahun, sudah ada 9 provinsi yang telah berhasil mencapai target tahun
2022 tersebut. Provingirovinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur
(23,9), Maluku (23,7), Kepulauan Riau (238) ogyakarta (23,2), Bali
(22,9), Papua Barat (22,6), Sumatera Utara (22,6), Sumatera Barat
(22,5) dan Aceh (22,4) (Gambar3}.
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Gambar 58 Median Umur Kawin Pertama (MUKP)

menurut ProvinsiTahun 2022
b. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anaitidefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi

sebelum seseorang berumur 18 tahun (Kemegian PPPA, 2022).

108

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



W\

Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang sangat merugikan
misalnya terjadinya putus sekolah, instabilitas keluarga yang kadang
berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dampak
kesehatan (seperti keguguran, bayi lahir prematur, berat bddair

rendah, stunting, cacat, atau bahkan kematian ibu), serta dampak lain
berupa subordinasi perempuan (Djamilah dan Kartikawati, 2014).
Selain itu, menikah pada usia anak memperpanjang usia reproduksi
bagi perempuan yang berarti meningkatnya peluangrarg ibu untuk

memiliki anak yang lebih banyak.

12.14

1111 154 112

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sumber: BPRSusenas

Gambar 59 Persentase Perempuan Usia-2d Tahun

yang Sudah Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun 222

Perkawinan usia anak diukur menggunakan indikator persentase

wanita usia 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun

(KemenPPA, 2022). BPS melaporkan bahwa pada tahun 2022,
sebanyak 8,06 persen perempuan berusia24Gahuntelah menikah

di bawah usia 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa pernikahan usia anak
di Indonesia masih relatif tinggi meskipun beberapa tahun terakhir
memperlihatkan adanya kecderungan penurunan (Gambar 9.

Djamilah dan Kartikawati (2014) menyebutkan bahwa beberapa
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penyebab masih tingginya perkawinan usia anak diantaranya adalah
faktor tradisi/adat setempat, pendidikan yang rendah, serta pergaulan
bebas yang berujung pada seks pra nik&heh larena ity selain
peningkatan pendidikan formal, edukasi masyarakat maupun remaja di

luar pendidikan formal sangat penting untuk dilakukan.
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Gambar 510 Persentase Perempuan Usia-2d Tahun
yang Sudah Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun

menurut Provinsi Tahun 2022

Perbedaan antar daerah khususnya di tingkat provinsi masih sangat
besar dalam perkawinan anak. Nusa Tenggara Barat merupakan
provinsi dengan perkawinan anak tertinggi, dimana persentase
penduduk perempuan 2@4 tahun berstatus pernah kawin pada usia

di bawah 18 tahun sebesar 16,23 persen. Seperti terlihat pada Gambar
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5.14. masih terdapat 9 provinsi lainnya dengan angka di atas 10 persen,
terutama di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, sementara di beberapa
provinsi lain sudah cukup rendah bahkan di bawah 5 persen. Namun
demikian, secara nasional telah tercapai jitdhandingkan dengan
target RPJMN vyait8,74persen di 2024.

4. Ketahanan Lansia

Secara umum/ndonesia telah memasuki kondisi penuaan penduduk
(ageing populatioh yang ditandai dengan proporsi penduduk lansia (60
tahun ke atas) melebihi angka 10 persen dari total penduduk. Persentase
penduduk lansia pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 10,48%.
Meningkatnya jumlah penduduk lansia, serta merta akan mempengaruhi
rasib ketergantungan lansigAdapunrasio ketergantungan lansia pada
tahun 2022 adalah sebesar 16,09%, yang berarti setiap 100 penduduk usia
produktif (1559 tahun) menanggung 16&rang penduduk lansia, dengan
kata lain, 1 (satu) orang penduduk lansia didukung 6 (enam) penduduk usia
produktif (BPS 2022). Kebutuh&rebutuhan penduduk lansia tentu
berbeda dengan masyarakat secara umum, oleh karena itu dibutuhkan
kebijakan yang ramalahsia, sehingga lansia Indonesia hidup dengan

sejahtera.
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Gambar 511 Tujuh Dimensi Lansia Tangguh

Dalam rangka meningkatkdwesejahteraan lansialibutuhkan dukungan

dari keluarga dan lingkungan. Berdasarkan Susenas Maret 2022, sebesar
33,18% lansia tinggal bersama keluarga inti, 35,93% tinggal bersama 3
generasi yang artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya,
serta 20,85% tinggal bexma pasangan. Perlu dilakukan upaya
peningkatan ketahanan keluarga lansia, sehingga lansia terhindar dari
penelantaran dan diskriminasi, dengan begitu dapat terwujud lansia
SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Pr&tltidan Bermartabat). Dalam upaya
mewujudkan lansia SMART, BKKBN mengembangkan kebijakan melalui
penguatan pada 7 dimensi lansia, yaitu dimensi spiritisdsial,
emosional, fisik, intelektual, profesional vokasional, dan lingkungan.

Pengukuran lansia tangguh menggunakan indeks lansia tangguh.
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Gambar 512 Indeks Lansia Tanggufahun2020-2022

Secara umumgapaian indeks lansiamgguh selalu mebihi dari target
setiap tahun, amun dengan angka capaian yacukup dinamis. Terjadi
peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar kurang lebih 3%,
namun terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar kurang lebih 2%. Tren
dalam 3 tahun terakhir, yang tertinggi adalah pada tahun 2021 (65,81%).
Berdasarkan data tersebuindeks lansia tangguh tahun 2022 mencapai
angka sebesar 64,55, hal ini berarti bahwa 64,55% lansia Indonesia

berkategori tangguh dari 7 dimensi.

5. Lingkungan Fisik Keluarga

Kualitas lingkungan keluarga terutama lingkungan fisik berupa kondisi fisik
rumah, sanitasi, maupun air bersih sangat penting untuk menjamin
kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. Pada
laporan ini, 3 indikator lingkungan fisik rumgding menjadi fokus bahasan
yaitu rumah layak huni, penggunaan air minum yang layak, dan sanitasi

layak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik rumah
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yang buruk berhubungan erat dengan berbagai penyakit misalnya demam
berdarahtdengue (Aini, 2022),pneumona pada balita (Shiddig dkk.,
2022), maupun TBC (Pulungan, 2022).

a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah salah satu syarat lingkungan fisik yang baik
untuk hidup layak dan sehat bagi anggota keluaBgak tahun 2019,
rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah
layak huni apabila memenuhi(émpat) kriteria, yaitu kecukupan luas
tempat tinggal minimal 7,2 fper kapita $ufficient living spage
memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap
sanitasi layak, sertenemiliki ketahanan bangunard(rable housiny
Ketahanan bangunamerupakan gabungan dari beberapa variabel
yaitu atap terluas berupa betgmyenteng seng kayy sirap; dinding
terluas berupa tembok plesteran anyaman bamblkawat,
kayu/papan dan batang kayu;serta lantai terluas berupa
marmer granitkeramik  parket'vinil/karpet,  ubin/tegelterasq

kayu/papan dansemen/bata merah.

Rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Indonesia
berdasarkan data Susenas 2022sih cukup rendah. Gambar 3.1
memperlihatkan rumah layak huni baru sekitar 60,66 persen sesuai
dengan kriteria yang disebutkan di atas. Rendahnya angka ini terutama
disebabkan variabel kecukupan luas tempat tinggal yang umumnya
kurang dari 7,2 rhper kapita (7,14 persen). Capain rumah layak huni
ini masih berada di bawah target RPJMN 20004 yaitu sebesar 70

persen.
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Gambar 513 Persentase Rumah Tangga

yang Menempati Rumah Layak Huni
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Gambar 514 Persentase Rumah Tangga

yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Provinsi Tahun 2022
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Menurut provinsi, DI Yogyakarta dan Bali merupakan 2 provinsi yang
memiliki rumah layak huni paling tinggi (di atas 80 persen).
Dibandingkan target RPJMN, sudah 4 (empat) provinsi yang memenubhi
target yaitu DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi
Tengara (Gambar 5.14). Sementara itu, terdapat 5 (lima) provinsi yang
masih di bawah 50 persen yaitu Papua, Kepulauan Bangka Belitung, DKI

Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.
b. Akses terhadap Air Minum Layak

Air minum merupakan kebutuhan dasamanusia yang harus tersedia
dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan
tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa
dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang
dikatakan layak adalahraminum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

kesehatan dan dapat langsung diminum

Kelayakansumber air minumtersebut diukur dari jenis sumber air
minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain. Sejak
tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata
Sustainable Development GoglSDGs)atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan,di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air
minum layak &ccess to improved watgyaitu jika sumber air minum
utama yang digunakan adalah letdg air terlindungi, dan air hujan. Air
terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata
air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air
minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan

memiliki akses air minum layakka sumber air utuk mandi/cuci
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berasal dari ledeg, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air

terlindung, dan air hujan.

Pada tahun 2022, akses air minum layak di Indonesia sudah cukuyp baik
di mana 91,05 persen rumah tangga memiliki akses terhadapiaiim

yang layak (Gambar %) meskipun masih di bawah target nasional
2024. Secara nasional, pemerintah melalui RPJMN -2020
menargetkan 100 rumah tangga memiliki akses terhadap air minum
yang layalpada tahun 2024Di tingkat provinsi, sebagaimana terlihat
pada Gambar 5.19, beberapa prosirseperti Bali, DKI Jakarta] D
Yogyakarta, Gorontalo,usaTenggaraBarat, dan Jawa Timur memiliki
capaian di atas 95 persen. Sementara itu terdapat 6 provinsi yang
capaiannya di bawah 80 persen yaitu Papua, Bengkulu, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Jambi.

91.05
90.78

90.21

89.27

2019 2020 2021 2022
Sumber: BPS, Susenas 22022

Gambar 515 Persentase Rumah Tangga

yang Mempunyai Akses Air Minum Layak, Tahun 22022
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Gambar 516 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air

Minum Layak menuruProvinsi Tahun 2022
. Akses terhadap Sanitasi Layak

Sejaktahun 2019 konsep yang digunakan mengacu pada metadata
SDGs terbaru di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat
Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah
tangga tertentu (terbatas) ataupun dMandi Cuci KakusMCHK
Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat
pembuangan akhir tinja di tangki septik atlstalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL} atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat
tinggalnya di perdesaan.

Penggunaarsanitasi layaldi Indonesiamemiliki tren yang semakin

meningkat, dilihat dari hasil capaian pada tahuil2sebesar77,39
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persen 2021 sebesar80,29 persen dan 2022sebesar80,92 persen
(Gambar 517). Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah
target nasional dalam RPJMN 262024 yaitu sebanyak 90 persen
rumah tangga memilikakses terhadap sanitasi yang layak pada akhir
tahun 2024. Dilihat menurut provinsi, beberapa provinsi sudah
mencapai target tersebut yaitu di provinBl Yogyakarta, Bali, DKI
Jakarta, Sulawesi Selatan, KepulaBamgka Belitung, dan Kalimantan

Timur (Gambar 38).
80.92
80.29
79.53
77.39
2019 2020 2021 2022

Sumber: BPS, Susenas 22022

Gambar 517 Persentase Rumah Tangga

menggunakan Sanitasi Laydlahun20152022
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Sumber: BPS, Susenas 2022

Gambar 518 Persentase Rumah Tangga

menggunakan Sanitasi Layak menurut Provinsi Tahun 2022

6. Jaminan Kesehatan

Jaminan KesehataNasional(JKN)adalah program jaminan sosial yang
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehat. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi angka kematian dan

memperpanjang umur harapan hidup penduduk Indonesia. Kondisi ideal
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adalah tercapainyauniversal health coveraggUHC) bagi seluruh

penduduk Indonesia.
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Sumber: BPS, Susenas 2022

Gambar 519 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Tahun20152022

Tren kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia terus mengalami
peningkatan meskipun saat ini baru mencapai 69)@2sen penduduk
yang tercakugaminan kesehatan (Gambarl®). Ini berarti masih ada
sekitar 30 persen penduduk yang belum tercakup jaminan. Dibandingkan
target nasional, capaian ini masih sangat jauh dari target 98 pgrada
tahun 2024. Di tingkat provinsi, hanya terdapat 2 provinsi yang cakupan
jaminan kesehatamya sudah berada di atas 90 perseraitu DK Jakarta
dan Aceh (Gambar 302 Sedangkan cakupan terendah adaRbvinsi
JambjKalimantan Tengah, Maluku, dan Kalimantan Barat dengan cakupan

kurang dari 70 persen penduduk.
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Gambar 520 Persentase Penduduk

yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provifighun 2022

7. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau

pemaksaan atau

psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,

perampasan kemerdekaan secara sewenramgang, baik yang terjadi di

ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Jenis kekerasan terhadap
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perempuan terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi,

perdagangan orang, penelantaran, maupun kekerasan lainnya.

Sumber: SPHPN 2016 dan 2021

Gambar 521 Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Selama Hidup
Tahun20162021

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
2021, sekitar 1 dari 4 perempuan usia-8% tahun ke atas pernah
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya yang
dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangannya. Angkeagiin sangat

besar meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, di
mana 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan serupa selama

hidupnya.
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Sumber: SPHPN 2016 dan 2021

Gambar 522 Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan

Selama Hidup Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2016 dan 2021

Kekerasan terhadamnak adalah setiap perbuatan yang dilakukan
kepada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,
serta ancaman yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan,
pemaksaan, atau pemapasan kemerdekaan secara melawan hukum
(UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014). Kekerasan terhadap anak
berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik maupun
psikis karena memunculkan sikap tidak percaya diri, kesulitan
komunikasi, perilaku buruk dan merusak, serta bahkan memicu

konsumsi alkohol dan narkoba.

BerdasarkanSurvei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR) 2021, prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi di
mana 37,44 persen anak ldkki dan 43,61 persen anak perempuan
usia 1317 tahun di Indonesia pernah mengalami minimal salah satu
dari 3 jens kekerasan selama hidupnya baik itu kekerasan fisik, seksual,

maupun emosional.
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Gambar 523 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak UsiallB3Tahun

Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan, 2021

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan
emosional, di mana jenis kekerasan ini pernah dialami oleh 43,61 anak
perempuan usia 137 tahun dan 32,06 persen anak Hedki selama
hidupnya. Cukup mengagetkan bahwa 8,43 persen anak perempuan
pernah mengalami kekerasan seksual dan 3,65 persen anilakak
pernah mengalaminya (Gambar28.). Fakta ini menunjukkan bahwa
pendidikan terhadap anak di Indonesia masih cukup lemah karena
melalui survei ini terungkap juga bahwa sebagian besar pelaku

kekerasan seksual adalah pacar.

12t

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional






J A | okkbr? |

9

PERSEBARAN DAN
MOBILITAS PENDUDUK






W\

BAB VI
PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk adalah kondisi distribusi pendudigdarma spasial
atau kewilayahanPersebaran penduduk berkaitan erat dengan tingkat
kepadatan penduduk yang diukur dari jumlah reééa penduduk pada
setiap kilometer persegi suatu wilayah. Analisis persebaran penduduk
menjadi bagian penting dalam upaya penataan dan pengarahan mobilitas
penduduk yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan yang
berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana
digariskan oleh Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014ngr®rand
Design Pembangunarependudukan dilaksanakamelalui peningkatan
mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan
berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa
daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk,
serta mengurangi mobilitapenduduk ke kota metropolitan atau kota

besar.

Persebaran penduduk Indonesia Indonesia masih menunjukkan pola yang
sama, yakni pertambahan penduduk terus terjadi pada daerah yang telah
padat penduduknya dan daerah perkotaan yang merupakan pusat
aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan menyebabkan temjgali
perluasan wilayah perkotaan yang menyasar wilaydhyah penyangga

di sekitar perkotaan. Beberapa isu menguat terkait dengan pola
persebaran tersebut, diantaranya adalah disparitas pembangunan yang

mencolok antar wilayah di berbagai wilayah tingkatadministrasi

12¢
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(provinsi, kabupaten hingga tingkatan terendah desa/kelurahan),
persoalan keberlanjutan pembangunan dan lingkungan hidup yang
berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga

konflik sosial.

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, prgwiasginsi di Pulau Jawa
masih menduduki posisi teratas dengan total jumlah penduduk mencapai
151,59 juta penduduk atau 56,10 persen dari total populasi. Hal ini
menunjukkan bahwa provingirovinsi di Pulau J#a yang notabene
merupakan pusat pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan masih
menjadi wilayah tujuan mobihs penduduk. Béagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintaldi masa laluuntuk mendorong persebaran
penduduk ke wilayah di luar Pulau Jawa meladlijakan pembangunan
ekonomi hingga pemindahan penduduk melalui program Transmigrasi.
Namun demikian, upaya tersebut masih kurang berpengaruh terhadap

kepadatan penduduk pada provifgiovinsi di Pulau Jawa.
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Gambar 61 Kepadatan Penduduk Indonesia menurut Provinsi
Tahun 2020
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Gambar 6.1 menunjukkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di
Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Tengatpdybakarta dan
Banten, disusul oleh Jawa Timur dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali,
kepadatan penduduk masih cukup rendah kecuali di Provinsi Lampung dan

Sumatera Utara yang sudah menunjukkan peningkatan.

Secara umum, masih timpangnya persebaran penduduk, baik antar pulau
maupun provinsi di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi topografi
wilayah dan iklim, kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan
penataan persebaran penduduk, khususnya pengarahan itashil
Beberapa isu mencuat terkait dengan persebaran penduduk, di antaranya
isu kelembagaan, di mana hingga saat ini belum ada lembaga yang secara
khusus mengelola persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan
belum terintegrasinya perencanaan tata rgardengan perencanaan
pembangunan ekonomi, persoalan pembangunan berkeadilan antar
wilayah, hingga pembangunan berkelanjutan, khususnya di-kotz
besar, dan konflik sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan
pembangunan kewilayahan yang proporsional bdirbagai level, baik
nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan penduduk, dimana setiap wilayah dapat berkontribusi

terhadap pembangunan.

2. Mobilitas Permanen

Mobilitas penduduk adalah pergerakamdvemen) penduduk yang
melintasi batas suatu wilayah (dimensi ruang) dalam periode waktu
tertentu (dimensi waktu). Batasan wilayah yang umumnya digunakan di

Indonesia adalah batas administratif seperti provinsi, kabupaten/kota,
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kecamatan, bahkan desa. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua
macam, yaitu mobilitaspenduduk vertikal dan mobilitas penduduk
horizontal. Mobilitas penduduk vertikal lebih dikenal dengan perubahan
status, sementara mobilitapenduduk horizontal merupakan mobilitas
penduduk secara geografis. Mobilitaendudukhorizontal juga terbagi
dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas nonpermanen. Jika mobilitas
diniatkan untuk menetap, maka digolongkan sebagai mobilitas permanen,
sedangkan jika diniatkan untuk #d menetap, digolongkan menjadi

mobilitas nonpermanen.

Mobilitas permanen merupakan salah satu bentuk perpindahan yang

bertujuan untuk menetap di daerah tujuan. Perpindahan ini juga disebut
aSoF3IFA YAINIAADP 51 &k NJ LISySyiddz y | dzNHzy
pelaku mobilitas sudah tinggal atau berniat tingghl daerah tujuan

selama paling sedikit 1 tahun (digunakan di banyak negara). Secara

lengkap migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan

tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas
administratif (migrasi internal) ataubatas politik/negara (migrasi

internasional). Fenomena migrasi menjadi salah satu indikasi kemajuan
perekonomian suatu negara karena isu terkait migrasi sangat erat dengan

isu pembangunan (Bandiyono, 2008).

Daerah dengan pembangunan ekonomi yang tinggi biasanya akan menjadi
tempat tujuan migrasi karena migrasi cenderung menuju ke pusat industri,
perdagangan, dan wilayah yang dianggap memiliki tingkat ekonomi lebih
tinggi. Adanya kesempatan kerja dan upah ydinggi di daerah lain
menjadi faktor penarik dari daerah tujuan migrasi. Motif ekonomi sebagai
faktor yang memengaruhi individu melakukan migrasi risen juga dijelaskan

dari tingginya angka migrasi risen pada kelompok usia produktif. Selain itu,
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migrasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti karakteristik gosio
demografis, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, kondisi geografis
daerah asal, dan karakteristik komunitas. Pada umumnya ketidakpuasan
pada latar belakang yang berdimensiustiural ini akan mendorong

seseorang untuk bermigrasi.

a. Migrasi Seumur Hidup antar Provinsi
Migrasi seumur hidup dihitung berdasarkan perbedaan antara
tempat tinggal saat sensus terhadap tempat kelahiran. Angka migrasi
semasa hidup antar provinsi merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk yang berbeda provinsi tempat tinggal saat sensus dengan

provinsi tempat lahirnya terhadap jumlah penduduk keseluruhan.

Hasil Long Form SP2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2022
terdapat sekitar 27 juta dari 275 juta penduduk (9,83 persen)
merupakan migran seumur hidup antar provinsi. Hal ini menunjukkan
bahwa sekitar 10 dari 100 penduduk Indonesia bertempat tinggal di
provinsi yang berbeda dengan provinsi kelahirannya. Hasil Long Form
ini juga menunjukkan bahwa migrasi seumur hidup mengalami
peningkatan dua kali lipat, di mana pada tahun 1971 angka migrasi
seumur hidup tercatat 4,90 persen dan mengalami perubahan
menjadi 9,8 persen pada tahun 2022, meskipun dibandingkan tahun

2010 mengalami penurunan.

Berdasarkan Gambar 6.3, Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara
dan Kalimantan Timur merupakan wilayah penerima migran seumur
hidup terbesar ke wilayah lain. Ketiga provinsi tersebut memiliki
faktor penarik migran yang besar, mengingat ketiganya merupaka

kawasan ekonomi. Kepulauan Riau merupakan kawasan perdagangan
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dan pelabuhan bebas, sementara Kalimantan Utara dan Kalimantan
Timur merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas terbesar
di Indonesia. Sementara, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan
Sulawesi Selatan menjadi daerah pengirim migran terbesar dengan

angka migrasi neto bernilai negatif terbesar di Indonesia.
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Gambar 62 Tren Angka Migrasi Seumur Hidup antar Provinsi
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Gambar 63 Arus MigrasiSeumur Hidup atar Provinsi
Hasil Long Form 2B20
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Gambar 64 Angka Migrasi Masuk dan Keluar Seumur Hidup

menurut Provinsi

Provinsiprovinsidi Pulau Jawa menjadi tujuan dan kontributor utama

asal migran seumur hidup terbesar di Indonesia. Provinsi Jawa Barat,

DKl Jakarta, dan Banten menjadi provinsi tujuan utama migran

seumur hidup. Sementara, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI

Jakartamenjadi provinsi asal migran seumur hidup terbesar di
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Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau (39,77 persen), Kalimantan Utara
(32,22 persen) dan DKI Jakarta (31,18 persen) merupakan provinsi
provinsi yang memiliki proporsi penduduk berstatus migran masuk
seumur hidup terbesar. Sementara, DKI Jakarta, DI YoggdRéxt7
persen) dan Sumatera Barat (15,77 persen) merupakan wilayah

pengirim migrasi keluar seumur hidup terbesar di Indonesia.
b. Migrasi Risen

Migrasi risenmerupakan gambaran perpindahan penduduk dalam
periode yang lebih pendek yaitu 5 tahun. Seseorang dikatakan
sebagai migran risen jika tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu berbeda
dengan tempat tinggal saat sensus. Angka migrasi risen adalah
perbandingan ardra jumlah migran risen terhadap jumlah penduduk

5 tahun ke atas.

Hasil LongForm SR020 menunjukkan angka migrasi risen antar
provinsi sebesar 1,80 persen yang berarti 2 dari 100 penduduk
Indonesia berpindah antar provinsi pada lima tahun terakhir atau
sekitar 4,5 juta penduduk merupakan migran risen antar provinsi.
Jika dibandingkan agan sensus penduduk pada masa sebelumnya,
angka migrasi ini menunjukkan tren penurunan yang merupakan
bagian dari trend sejak dekade-8@. Kecenderungan penurunan ini
dapat disebabkan perbaikan di bidang perhubungan dengan
ketersediaansarana dan prasarana transportasi yang mengalami
kemajuan yang pesat, selain peristiwa penting seperti Pandemi-Covid
19.
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Gambar 65 Tren Angka Migrasi Risen di Indonesia

Berdasarkan hasllong Form SP202@erdapat 22 provinsi dengan
angka migrasi risen neto bernilai positif dan 12 provinsi dengan angka
negatif. Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, dan Sumatera
Barat merupakan wilayah yang memiliki angka migrasi mesten
bernilai positif terbesar. Hal imhenunjukkan bahwa ketiga provinsi
tersebut merupakan penerima migran risen terbesar di Indonesia.
Sementara, Provinsi DKI Jakarta, Papua, dan Kalimantan Timur
menjadi provinsi pengirim migran risen terbesar demgparnilai neto
negatif terbesar. Brgerakan migrasi risen ini diduga berkaitan

dengan Pandemi Covitb.
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Gambar 66 Arus Migrasi Risen antar Provinsi

HasilLong Form SE20

Berdasarkan tujuan dan asal migrasi, provinsi di Pulau Jawa, yakni
Jawa Tengah, Jawa Bam@a@n Jawa Timur merupakan provinsi tujuan
utama migrasi risen antar provinsi. Sementara, DKI Jakarta, Jawa
Barat dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang berkontribudapa
migrasi risen keluar. Hasibhg Form SP2020juga menunjukkan
bahwa perbandingan proporsi migrasi masuk risenywitaluar dwa
mencapai 45,47 persenHal ini mengindikasikan kesenjangan
kontribusi migran isen antar Pulau Jawa dan luawh semakin

mengecil.
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Berdasarkan persentase migran masuk tertinggi terhadap jumlah

penduduk, Provinsi Yogyakarta memiliki angka migrasi résgar

provinsi tertinggi (5,09 persen), diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau

(4,75 persen), dan Provinsi Kalimantan Utara (3,92 persen).
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Gambar 67 Angka Migrasi Masuk dan Keluar Risen

menurut Provinsi dindonesia

13¢

o]
=
R
2]
o)
=
o]
=
O
3]
=
o
—
0]
o
(0]
(o)
—
O
=
]
.74
=
O
o)
=
O
X
=
)
=
o)
=
0]
Q
©)
b4
(=
(9]
go)
o)
aa]



W\

Sementara, persentase migran risen yang keluar terhadap jumlah
penduduk, Provinsi DKI Jakarta (8,07 persen) menjadi provinsi dengan
migran risen keluar tertinggi, diikuti oleh Kepulauan Riau (4,19
persen) dan Kalimantan Utara (3,91 persen). Dengan demikian
Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan angka

migrasi risen keluar dan masuk yang tinggi.

Seperti pola migran seumur hidup, migrasi risen antar provinsi lebih
banyak dilakukan oleh penduduk lallaki berusia produktif. Jumlah
migran risen berjenis kelamin Igkaki mencapai 52,32 persen dari
seluruh migran. Sementara itu jika dilihat berdasarkeelompok
generasi, migran risen antar provinsi secara hasional didominasi oleh
GenerasiZ dan generasi milenial. Gabungan migran risen yang
berasal dari kedua kelompok ini mencapai 3,3 juta jiwa atau 72,37
persen dari seluruh migran risen antar providsilndonesia (BPS,
2023).

c. Migrasi Internasional

Migrasi internasional menggambarkan perpindahan penduduk antar
negara, di mana angka migrasi internasional adalah jumlah penduduk
yang berpindah negara tempat tinggal per 1.000 penduduk.
Berdasarkan hasil Long Form2820, angka migrasi internasional
neto Indonesia negatif yang menunjukkan bahwa lebih banyak
penduduk yang keluar Indonesia ketimbang migran yang masuk ke
Indonesia. Angka migrasi masuk internasional tercatat sebesar 0,32
yang menunjukkan bahwa dalam sktm terdapat sebanyak 32
orang dari 10000 penduduk pindah tempat tinggal dari luar negeri

ke Indonesia. Sedangkan, angka migrasi keluar internasional adalah
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sebesar 0,43, yaitu datasetahun terdapat sebanyak 4ari 100.000
penduduk Indonesia pindah tempat tinggal ke luar negeri. Dengan
demikian, diperoleh angka migrasi neto yang negatif ysdiesarg

0,11.

0.36 0.32

-0.50

0.86
Supas2015 SP2020LF

H Masuk mKeluar = Neto

Sumber: BPS, 2023

Gambar 68 Angka Migran Internasional di IndonesiBahun 2023

Berdasarkan hasil Long Fori8P2020, stok migran menurut
kewarganegaraan sebanyak 19,9 ribu orang atau sekitar 72 orang
warganegara asinglari 1.000.000 penduduk Indonesia dan sebagian
besar berkewarganegaraan Asia. Sedangkan stok migran
internasional menurut  tempat lahir  tanpa melihat
kewarganegaraannya, menunjukkan penduduk yang lahir di luar
negeri tercatat sebanyak 207,6 ribu orang at&uorang yang lahir di

luar negeri per 100.000 penduduk Indonesia (BPS, 2023).

3. Mobilitas Non Permanen

Mobilitas nonpermanen diklasifikasikan dalam 2 kategori yakni mobilitas

ulangalik atau komuter, serta mobilitas sirkuler. Mobilitadangalik
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adalah perpindahan (tenaga kerja atau pelajar/mahasiswa) secara berkala
dari daerah asal ke daerah tujuan lalu kembali ke tempat tinggal semula
dalam jangka waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas wilayah
administratif setingkat kabupaten/kota. Dsslain, mobilitas sirkuler yaitu
perpindahan berkala dari daerah asal ke daerah tujuan lalu kembali ke
tempat tinggal semula secara mingguan atau secara bulanan dengan
melewati batas wilayah administratif setingkat kabupaten/kota. Dengan
semakin majunyaarana dan akses transportasi di era modern saat ini,
mobilitas nonpermanen semakin meningkat dengan lebih cepat

dibandingkan dengan mobilitas permanen.

Migran ulangalik atau komuter adalah seseorang yang melakukan suatu
kegiatan bekerja/sekolah/kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal
dan secara rutin pergi dan pulang pada hari yang sama. Gejala mobilitas
penduduk ini merupakan dampak dari perluasan wilayah perkotsaa
daerah di sekitarnya yang didukung oleh kemajuan pembangunan di

bidang transportasi yang semakin baik.

Berdasarkan hasil Long Form SP2020, jumlah komuter sebanyak 5,68 juta
orang atau mencapai 2,24 persen atau sebanyak 2 dari 100 penduduk
berumur 5 tahun ke atas beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat
tinggalnya dan secara rutin pergi pulang di hari yaama (BPS 2023).
Angka ini menurun cukup besar dibandingkan tahun 20IBadtia jumlah
komuter mencapai 7,37 juta orang ataul3,persen dari total penduduk

usia 5 tahun ke atas (Gambar 6.9).
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Gambar 69 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas

yang Berstatus KomuteFahun2015 dan 2022

Sebagian besamobilitas non permanen di Indonesia baikangalik
maupun sirkuler dilakukan oleh tenaga kerja. Persentase tenaga kerja
migran dengan mobilitaglangalik di Indonesia untuk tahun 2020 (5,5%)
lebih tinggi daripada persentase tenaga kerja migran dengan mobilitas
sirkuler (1,8%). Hampir di seluruh provinsi persentase mobiliasg-alik

lebih tinggi daripada persentase mobilitas sirkuler. Tingginya persentase
mobilitasulangalikmengindikasikan bahwa dukungan sistem transportasi
sudah cukup baik sehingga tenaga kerja migran dapat dengan mudah
melakukan perjalanarulangalik, begitu juga sebaliknya. Jika dilihat
berdasarkan pulau, maka persentasegrasi ulaneplik di pulau Jawa
berkontribusi sebesar 75% dari total keseluruhan migrasi wdikgdi
Indonesia. Di sisi lain, persentase migrasi Wwalilg paling tinggi ada di
Provinsi Jawa Barat sebanyak 26,1%, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah
(13,2%xan juga Provinsi Jawa Timur (12,4%).
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Gambar 610 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas

Ulangalik Tahun 2020

Di wilayahwilayah Indonesia bagian barat, persentase tenaga kerja
migrannya lebih banyak yang memiliki mobilitangalik dibanding
mobilitas sirkuler. Sedangkan untuk wilayahayah di Indonesia bagian
timur persentase mobilitas sirkulernya agak lebih tinggi dibanding
persentase mobilitasilangalik. Namun walaupun demikian, jika dilihat
per provinsi ada tiga provinsi yang berkontribusi paling tinggi dibanding
provinstprovinsi lainnya di Indonesia dalam persentase tenaga kerja
migran dengan mobilitas sirkuler, yaitliawa Barat sebanyak 28,5%, Jawa
Tengah 21,6%, dan Jawa Timur 10,3% (Grafik 6.10. dan 6.11.).
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Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2020 (BPS, 2021)

Gambar 611 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas

Sirkuler Tahun 2020

4. Urbanisasi

Angka urbanisasi adalah persentgmnduduk yang tinggal di perkotaan
sebagai bagian dari total penduduk kksehan. Proses nbanisasi
dipengaruhi olel8 (tiga)komponen yaitumigrasi des#&ota, pertumbuhan
penduduk alamiah di kota, serta perubahan klasifikasi pedesaan menjadi
perkotaan. BPStelah mengkategorikarwilayah administrasi setingkat
desa/kelurahan menjadi 2 (dua) kategori permukiman yaitu perkotaan dan
pedesaan, berdasarkan 3 (tiga) variabel yang menentukannya yaitu
kepadatan penduduk, ketergantungan ekonomi penduduk pada

pertanian, dan akses ke fasilit
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Sumber: World Urbanization Prospects: 2018 Revision (United Nations Population
Division, 2019)

Gambar 612 Angka Urbanisasfahun 19562020

Grafik 5.28 di atasnenggambarkan perkembangan angka urbanisasi di
Indonesia dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Tingkat urbanisasi di
Indonesia meningkat secara berkala mengikuti dinamika pembangunan
nasional yang pesat sejak tahun 1970. Indonesia mengalami
perkembangan angkairbanisasi yang cukup cepat yang disebabkan
tingginya angka migrasi de&ata. Pada tahun 1960, hanya 15% penduduk
Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan. Namun pada tahun 1990,
jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat 2x lipat menjadi
31% Dengan adanya era globalisasi, hanya perlu waktu 20 tahun
kemudian untuk penduduk Indonesia meningkatkan angka urbanisasinya
menjadi 50% yaitu pada tahun 2010. Pada tahun 2020, angka urbanisasi di
Indonesia mencapai 57% pada tahun 2020 (United NatiomalBR@on
Division, 2019).
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Gambar 613 Angka Urbanisasi per Provinsafiun 2020

Walaupun perkembangan angka urbanisasi demikian pesat di era
pembangunan nasional, hal tersebut bukanlah cuma karena tingginya
migrasi des&ota, namun juga disebabkan faktor lainnya seperti adanya
reklasifikasi wilayah dan juga pertumbuhan alami. Akamgetmigrasi
desakota tetap memiliki kontribusi yang paling besar, terutama di
wilayahwilayah yang tingkat urbanisasinya masih cukup rendah (di bawah
30%) seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tengah, Maluku Utara, dan Papua (®am6.13). Tingkat urbanisasi di
Indonesia cukup beragam antar provinsi. Angka urbanisasi yang paling
tinggi yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, lalu diikuti oleh Jawa
Barat dan DI Yogyakarta. Faktor yang berpengaruh dalam keragaman

tingkat urbanisasi tersebut selain karena pengaruh migrasi desa kota, bisa
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juga disebabkan adanya migrasi kota ke kota, misalnya penduduk dari
kota-kota lain di luar Bali yang pindah ke Bali. Selain itu, faktor reklasifikasi
wilayah dari kategori perdesaan menjadi kategori perkotaan juga bisa

berperan dalam meningkatnya angka artsasi ini.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 22060, pada tahun 2045
sebagian besar penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan yang
memiliki infrastruktur dan tingkat ekonomi yang pesat. Wilayélayah

yang lokasinya ada di sekitar kota besanjaggan ikut berkembang pesat,

hal ini disebut megarrbanisasi (Ananta, 2020). Megabanisasi sudah
terjadi di wilayah Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Cianjur). Implikasinya, kontribusi wilayah perkotaan dalam
pembangunan nasionalmenjadi semakin krusial, yakni menjadi
akselerator bagi tumbuhnya tenaga kerja terlatih dan eksternalitas positif
dari aglomerasi industri di wilayah perkotaan. Secara umum, perpindahan
penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan harus juga
mempehitungkan tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, daya dukung dan
daya tampung lingkungan. Pengelolaan tata wilayah perkotaan juga mesti
menyediakan layanan dasar bagi penduduk, antara lain layanan
kesehatan, pendidikan, lingkungan sosial yang bersih daatsakses air
bersih, dukungan sanitasi yang layak, manajemen sampah, ruang terbuka

untuk publik beraktivitas olahraga, serta infrastruktur layanan lainnya.

Pada tahun 2045 nantkurang lebih 90% penduduk dillBu Jawa akan
menetap di daerah perkotaan. Oleh karena, ilaya dukung dan daya
tampung Rilau Jawa dan juga wilayah DKI Jakarta akan menjadi lebih
berat, sehingga diperlukan kebijakan pemindahan pysamherintahan
Indonesia ke luar Pulau Jawa (KemenPPN dan Bappenas, 2019). Dalam

rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia
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telah mengembangkan rancangan pedhan Ibu Kota Negara (IKN) ke
Provinsi Kalimantan Timur dimulai tahun 2024 sebagai strategi untuk
mengurangi kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Pulawa.Jaw
Pembangunan IKNang baru adalah upaya untuk mentransformasi
demografi dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris agar berdampak
positif terhadap pemerataan kepadatan penduduk sertano@ong
pertumbuhan ekonomi di tau Kalimantan. Pengembangan wilayah
wilayah perkotaan baru juga akan meningkatkan angka urbanysas
berkesinambungan serta berkontribusi terhadap program peduli
lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan cara
mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan, yakni dengan

memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan serta rendah karbon.

Salah satu konsekuensi dari cepatnya peningkatan angka urbanisasi di
Indonesia yaitu transformasi demografi di wilayah pedesaan. Berdasarkan
United Nationsg Department of Economic and Social Affairs {DERSA),
penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas)lmtionesia diestimasi akan
naik sebanyak 16% pada tahun 2050, hal ini menggambarkan percepatan
penuaan penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah pemuda yang
migrasi dari desa ke kota semakin banyak untuk mendapatkan peluang
kerja yang lebih besar, selgiga mayoritas penduduk berusia lanjut di
wilayah perdesaan menjalani hidup sendiri. Penghasilan pokok penduduk
di wilayah perdesaan mayoritas dari hasil pertani@ata Kementerian
Pertanian mengindikasikan dari hampir 150 juta petani di Indonesia,
sebagian besarnya berumur di atas 45 tahun. Karena banyaknya pemuda
yang migrasi dari desa ke kota dalam jumlah besar, maka semakin sedikit
pemuda yang meneruskan usaha pertanian dari para petamj yanjut

usia. Di samping hal tersebut, semakin banyak pemudg gaggan untuk
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bertani karena takut mengalami gagal panen. Oleh karena itu, ada
kekhawatiran Indonesia akan menghadapi krisis pangan di masa
mendatang jika produktivitas hasil pertanian tidak dapat ditingkatkan
secara signifikan. Saat ini tingkat produksi pangan hakikin pertanian
masih rendah karena mayoritas petani berusia lanjut dan memiliki
keterampilan bertani dan tingkat pendidikan yang juga rendah. Oleh
karena itu, tingkat produktivitas hasil pertanian ke depan dianggap belum

memadai untuk memenuhi kebutuha®luruh penduduk Indonesia.

Implikasi lain urbanisasi yang pesat yaitu turunnya investasi pembangunan
di wilayah perdesaan karena lebih banyak investor yang menanamkan
modalnya dalam proyek infrastruktur di wilayah perkotaan. Padahal
sistem transportasi dan jalan adalah salah saftastruktur yang sangat
dibutuhkan untuk menopang ekonomi masyarakat desa. Para petani
memerlukan moda transportasi dan infrastruktur jalan yang lebih maju
sehingga dapat dengan mudah memasarkan pregigdduk hasil
pertanian ke luar desa. Beberapa penalitimmenemukan bahwa lebih dari
separuh jalan pedesaan (72%) dari total keseluruhan jaringan jalan
pedesaan, saat ini kondisinya belum layak. Di samping hal tersebut,
kurangnya investasi dalam pembangunan di wilayah pedesaan membuat
laju migrasi des&ota sanakin tidak terbendung. Butuh lebih banyak
investasi pembangunan di wilayah pedesaan sehingga roda perekonomian

masyarakat pedesaan dapat berjalan dengan lebih baik.

Pelayanan kesehatan di wilayah perdesaan juga semakin menurun dengan
berkurangnya investasi pembangunan wilayah perdesaan. Para petani
banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan
yang memadai dan terjangkau di usia mereka yang sudahimenua.

Misalnya saja jumlah rumah sakit yang menurun di pedesaan karena
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investor lebih suka membangun rumah sakit di wilayah perkotaan.
Indonesia juga masih kekurangan tenaga kesehatan di wilpgdesaan.
Sebagian besar tenaga kesehatarsebar di wilayah perkotaan sehingga
pelayanan kesehatan di pedesaan masih kekurangan tenaga kesehatan.
Penduduk desa yang miskin juga banyak yang belum memiliki jaminan
kesehatan yang memadai dan akses ke fasilitas kesehatan yang
dibutuhkan.
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BAB VII
PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Cakupan Administrasi Kependudukan

Mengacu pada Undargndang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi
kependudukan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan dategendudukan melalui
pendaftaran enduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi
kependudukan sebagai suatu sistem yang wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah pusat hingga kecamatan/desa dibantu oleh instansi
pelaksana, yang diharapkan dapaemenuhi hakhak administratif bagi
penduduk tanpa ada perlakuan diskriminatif. Data Kependudukan sangat
dibutuhkan dalam pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi,
penegakan hukum dan pencegahaninknal. Direktorat Jenderal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi lembaga
dengan kewenangan atas kebijakan dan praktik pencatatan sipil di tingkat
pusat, dan merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Namun,
setidaknya terdapat 10 séi lain yang turut bertanggung jawab dalam
proses pencatatan sipil dan menjadi bagian dari kementerian lain, seperti
sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, agama, luar negeri,
kepolisian, sistem peradilan, ketenagakerjaan, dan imigrasi (Kemiant
PPN).
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a. Cakupan Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir dapat didefinisikan
sebagai surat tanda bukti terhadap peristiwva kelahiran yang
dikeluarkan oleh kantor catatan diDalam pengertian yang lajiakta

kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, data Susenas 2022 menunjukkan
persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia
0-17 tahun di Indonesia memiliki tren yang meningkat selama delapan
tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya keterpaduamrant
upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah di bidang

administrasi kependudukan dengan capaian di setiap tahunnya.
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Sumber:Susenas 2013022

Gambar 71 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

pada Penduduk Usia-@7 tahun
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Persentasecakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usie/0
tahun menunjukkan perbedaan yang signifikan dari 79,92 persen
pada tahun 2015 menjadi 90,41 persen pada tahun 2022.
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan
cakupan kepemilikan akta elahiran mulai meningkat secara
signifikan sejak tahun 2019 hingga 2022. Salah satu yang mendasari
hal ini adalah adanya upaya dari pemerintah dalam memaksimalkan
kualitas penerbitan serta meminimalkan biaya, waktu, dan jarak yang
diperlukan dalam pelayama(Firyal, 2022). Terkait dengan kualitas
penerbitan, pemerintah berupaya dalam memaksimalkan sarana dan
prasarana dalam menunjang kualitas dengan menerapkan aspek
digitalisasi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan metbdecode

agar memberikan aksé®mudahan bagi masyarakat dalam memiliki
maupun mencetak akta kelahiran. Selain itu, pemtah dalam hal

ini Kementerian Dalam Negé@unga menerapkan inovasi SUPERTAJAM
yaitu penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

sebagai solusi dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran.
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Gambar 72 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

pada Penduduk Usia-Q7 tahun Tingkat Provinsi

Pada tahun 2022akupan kepemilikan akta kelahiran secaasional

telah mencapai 90,41 persen. Berdasarkan sebaran per provinsi,
terdapat 20 provinsi dengan cakupan kepemilikan akta hedahdi

atas capaian nasional. Tigeovinsi capaian terataadalah Provinsi DI
Yogyakarta (98,17 persen), DKI Jakarta (97,83 persen), dan Jawa
Tengah (96,63 persen). Terdapat 14 provinsi yang memiliki cakupan
kepemilikan akta keldran di bawah angka nasional, tigaovinsi
capaian terendah adalah PagpBarat (77,76 persenlusa Tenggara
Timur (69,47 persen), dan Papua (53,7€rsen). Hal ini

mengindikasikan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran antar
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provinsi menunjukkan disparitas yang signifikan dan masih bersifat
Jawasentris. Terlebih lagi wilayah Papua dengan kelompok
masyarakat yang lebih sulit dijangkau. Selain itu, dapat disebabkan
oleh rendahnya kualitas pelayanan administreependudukan di
setiap daerah. &ktor penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan
lebih mungkin tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan penduduk
di wilayah perkotaan karena terhambat akses menuju fasilitas publik,
faktor sosial ekonomi keluarga dengan tingkat pendapatardah,

dan kondisi anak disabilitas juga berpengaruh terhadap rendahnya
cakupan kepemilikan akta kelahiran (Kementerian PPN, 2021).
Faktorfaktor lain yang mendeterminasi hal ini antara lain
dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang luas sehingga
pelayaman akta kelahiran sulit menjangkau seluruh masyarakat,
terbatasnya akses internet, lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh
dari masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait
pentingnya kepemilikan akta kelahiran, serta latar belakang status
perkawhan (Endah, 2021).

b. Cakupan Akta Perkawinan

Setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk
Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri wajib dicatatkan
termasuk pencatatan perkawinan. Pencatatan Perkawinan diartikan
sebagai pencatatan terhadap ikatan lahir dan batin antara kedua
belah pihak (wanita dan pria) sebagai pasangan suami istri yang telah
disahkan sesuai agama yang dianut untuk membentuk suatu keluarga
yang sah dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara (Yudi,
2008). Pencatatan Perkawinan dilakukan dengan menerbitkas akt

perkawinan atau buku nikah sebagai pembuktian sahnya perkawinan
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menurut hukum negara, sehingga arafak yang dilahirkan memiliki

status yang jelas. Pencatatan Perkawinan memiliki dua fungsi

penting, vyaitu fungsi administrasi dan fungsi normatif.

administrasi dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat untuk
perencanaan pembangunan negara di seluruh aspek kehidupan.
Sedangkan, fungsi normatif dimaksudkan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan.
Namun, sistem Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih menjadi
problematik larena terkait penentuan status sah atau tidaknya

sebuah perkawinan jika tidak dicatatkan dan hubungannya dengan
kondisi apabila terjadi perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat

di pengadilan negeri mempersulit akibat hukum, seperti hak asuh

anak, hakvaris, dan hak nafkah (Erwinsyahbana, 2022).

N © O MmO
oNdDNOAFBROONABIBLPToNnnCC
o o MO N©Onodm =
o NN W0 NN MR S el e oo SO oo ®MmMLOLW L0
TSN e
e o ©
AR Ko ®
<
™M o o
-

[ = < T b= - = [e) < o< T
§§§<::§E§gﬁim<g<;§m<ﬁ§§34géﬁﬂfzg<g<
A L R S P EE SRR T

- = w w -

oy <z mmm<wz;F_w8:~ <w§ng<z n zIs*H

<<D2<C W o F4- Zo,zX¥X ZTa i B3 w <Lodg

vcoat z - 0 PLwIZ> aif®gxt z L£los

003 < 4 3z <23 3 "ME<o T T %2>%
=z o —

ww = > 32 < §§_|< s <§<Z( = 5 Zun

FE S o < g m_aE =5 3 o Ix

<< < S o 40— ) < <

nwn X prs < 2 (2 ~ N4

> > x 9 w

zz v

Sumber: BPSusenas 2022

Gambar 73 Persentase Cakupan Kepemilikan Aligkah

pada PendudukPernah Kawirmenurut Provinsi Tahun 2022
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2. Integrasi Data Kependudukan

Pada tata kelola pemerintah,data administrasi kependudukan
digunakan dalam berbagai layanan publik. Beberapa produk kebijakan
pemerintah didasari atas data kependudukan seperti pembangunan
fasilitas dan pelayanan publik, alokasi anggaran, penyaluran subsidi, dan
kebijakan ekonomi lanya. Untuk itu, perlunya data kependudukan yang
benar, valid, akurat, dan terintegrasi agar dapat membawa dampak

kepada terlaksananya perencanaan pembangunan secara komprehensif.

Dalam mengintegrasikan seluruh data kependudukan antar lintas sektor,
tidak hanya memerlukan integrasi dari sisi inovasi teknologi, namun juga
harus diperkuat dengan integrasi kebijakan pemerintah. Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengamanatkan bablipariukan
perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui
penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia
dibuat dalam rangka mengorganisir data yang dihasilkan oleh berbagai
instansi yang melakukan pengumpulan, patiatan, dan pelaporan data
publik. Tujuannya adalah menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi
pakaikan antar instansi pusat dan daerah, melalui pemenuhan Standar
Data, Metadata, Interoperabilim Data, dan menggunakan Kode

Referensi dan Data Induk.

161

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional






‘ | bkkbn..’

PEMBANGUNAN
BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN






W\

BAB VII
PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan adalah paradigma pembangunan yang menempatkan
penduduk sebagai pusat dalam proses pembangunan. Dalam konteks
pembangunan di Indonesia, pembangunan berwawasan kependudukan
merupakan amanat UndarAgndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukardan Pembangunan Keluarga untuk
menjadikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan
mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam berbagai bidang
pembangunan, terutama sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu,
Pemerintah Indonesia mepunyai komitmen untuk mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atdustainable Goals Developmef8DGs)

pada tahun 2030.

Konsep Pembangunan Berwawag&ependudukan yang dikembangkan oleh
BKKBN didasari oleh tiga konsep pembangunan, yaitu: pembangunan
berkelanjutan g$ustainable development pembangunan sumber daya
manusia fuman resources developmentdan pembangunan manusia
(human development Terdapat kaitan yang erat di antara keempat konsep
pembangunan tersebu(Gambar 8.1 serta bersifat resiprokal dan integral.
Gambar 81 juga mengilustrasikan bahwa pembangunan berwawasan
kependudukan diposisikan sebagai proses yang menjadi salah satu prasyarat

(prerequisité tercapainya pembangunan manusia.
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Gambar 81 Kerangka Konseptual Pembangunan

Berwawasan Kependudukan

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Sejak tahun 2011 BKKBN telah mengembangkan Indeks Pembangunan
Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai alat ukur monitoring dan
evaluasi sejauh mana pembangunan di suatu wilayah sudah berwawasan
kependudukan. IPBK merupakan indeks komposit  yang
merepresentakan lima dimensi pembangunan  berwawasan
kependudukan meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlanjutan,
dimensi pemihakan, dimensi integrasi, dan dimensi kesetaraan. Kelima
dimensi dimaksud diwakili oleh 33 (tigalph tiga) indikator (Gambar 8.2
IPBK menjadi alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan
berwawasan kependudukan di setiap wilayah di Indonesia, baik secara
nasional maupun tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. IPBK juga
menjadi langkah strategis dalam intervensi pembangunan lasalit

manusia karena IPBiemiliki korelasi positif yang tinggi dengan IPM
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sehingga dapat dijadikan sebagai alat ungkit capaian pembangunan

manusia.

Mayoritas indikator pembentuk IPBK menggunakan sumber data dari
Badan Pusat Statistik (BPS). Hanyaisaliliator yang bersumber data dari
Kementerian Kesehatan. Data dari BPS diperoleh dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
Potensi Desa (Podes), dan publikasi BPS. Sementarsagatya indikator

yang menggnakan data dari Kementerian Kesehatan adalah stunting,

yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Indikator Dimensi IPBK Indeks Komposit
Jamkes (1)
CPR{2)
APS(3) |
TPAK (4)

Rumah Layak (1)
Air Minum Eersih (2) Keberlanjutan
Sanitasi (2)

Kemiskinan (1)
Unmet Need (2) Indeks Pembanguan
Pendidikan Anak Miskin (2) Inklusivitas Berwawasan

Disabilitas (4) Kependudukan
Lansia Mandiri (5)

Stunting (1)

Perkawinan Usia Dini (2)
Akses Informasi (2)

Akte Lahir Ealita (4)
Transportasi (5)

Kesetaraan Jabatan (1)
Prevalensi Kekerasan (2)
Kesenjangan Pendapatan

Gambar 82 Kerangka Alur Pikir Pembentukan IPBK

Nilai IPBK secara nasional pada tahun 2022 sebesar 58,6 (skazop
Berdasarkan Kklasifikasi yang telah ditetapkan, maka capaian IPBK ini

masuk ke dalam kategori menengah bawah (nilai IPBK antaa59).
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Tren capaian IPBK nasional sejak pertama kali dihitung pada tahun 2013
hingga tahun 2022 berkisar di angka lima puluhan. Nilai IPBK ini
mengindikasikan bahwa penerapan paradigma pembangunan
berwawasan kependudukan di tingkat nasional masih belum sesuai
dengan harapan.Capaian IPBK menurut provinsi pada tahun 2022
disajikan pada Gambar 8.3 di bawah ini. IPBK paling tinggi efakahnsi

Bali (68,1) dan Sulawesi Utara (66,3), sedangkan yang terendah adalah
Papua (31,7), Nusa Tenggara Timur (47,2), dan Papua Barat (50,0).
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Gambar 83 Nilai IPBK menurut Provinsi Tahun 2022

Diantara nilai indeks 5 (lima) dimensi penyusun IPBK, nilai Indeks
Keberlanjutan merupakan yang paling tingGambar 8.3 Nilai Indeks

Keberlanjutan yang tinggi ini dapat mencerminkan baHRBK selaras
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dengan SDGs. Dengan kata lain, IPBK mampu memberikan dukungan
terhadap SDGs. Indeks dimensi yang tertinggi berikutnya adalah Indeks
Partisipasi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa keterlibatan penduduk

dalam proses pembangunan sudah relatif baik.

Sementara itu, nilai indeks dimensi yang terendah adalah Indeks
Inklusivitas. Masih rendahnya nilai Indeks Inklusivitas ini menggambarkan
bahwa aspek perencanaan pembangunan kependudukan yang inklusif
masih jauh dari harapan. Ini berarti pelibatan masyatakialam
pembangunan masih bersifat parsial dan reaktif terhadap kondisi
kewilayahan maupun individu semata. Akibatnya, kebutuhan kaum miskin
dan rentan terabaikan. Kondisi lemahnya perencanaan yang inklusif dalam
proses pembangunan berwawasan kependuduk@nsendiri boleh jadi
disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap

kebutuhan kaum miskin dan rentan.

Holistik-Integratif 52
5

Partisipasi 9.1

Kesetaraan

Keberlanjutan

Gambar 84 Nilai Kompaosit 5 Dimensi IPBK Tahun 2022
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Nilai IndeksKesetaraan sedikit lebih baik dari nilai Indeks Holistik
Integratif. Capaian nilai Indeks Kesetaraan ini ditengarai menggambarkan
bahwa perlu upaya keras untuk mengatasi berbagai hambatan sosial
budaya dalam pemberdayaan perempuan. Masih rendahnya persenta
perempuan yang menduduki jabatan manajerial dapat mengindikasikan
pentingnya peran pemerintah dalam upaya peningkatan peran
perempuan di berbagai bidang. Demikian juga dengan permasalahan
prevalensi kekerasan dan kesenjangan pendapatan yang kerap tidak

mendapat perhatian, bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi.

Adapun capaian nilai Indeks Holistik Integratif mencerminkan bahwa

capaian kualitas pembangunan dalam mendukung kehidupan masyarakat
dalam bentuk prevalensi stunting, perkawinan usia dini, akses informasi,

akta lahir bawah lima tahun (balita), dan transfa@ umum belum sesuai

dengan yang diharapkan.

3. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan

Pengetahuan terhadap isu kependudukan merupakan dasar untuk
mengukur sikap dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kepedulian
terhadap permasalahan kependudukan. Peningkatan pengetahuan
terhadap isu kependudukan merupakan salah satu sasaran progaag
sangat penting. Diharapkatengan memiliki pengetahuan kependudukan
yang benar, maka akan memiliki sikap dan perilaku yang mendukung

terhadap peningkatan kualitas penduduk di masa mendatang.
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Gambar 86 Kerangka Pikir 1K

Sejak tahun 2013 BKKBN telah mengembangkan dan melakukan
penghitungan indeks pengetahuan terhadap isu kependudukan yang
kemudian disempurnakan menjadi Indekéepedulian terhadap Isu

Kependudukan (IKIK). IKIK merupakan indeks komposit yang dirancang
untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan kepedulian masyarakat

terhadap istisu kependudukan yang semakin berkembang.

Berdasarkan tinjauan tebteori yang ada, perkembangaarnan, jaminan
ketersediaan data dan dikaitkan dengan peran BKKidka terdapat 13
indikator yang dikelompokkan dalam 4 dimensi kependudukaaitu
dimensi kuantitas, kualitas, mobilitadan dimensi lingkungatGambar
8.6). Sebagian besar data yang digunakan dalanmgp&ungan IKIK
bersumber dari dta Susenas, satu indikator yang bersumber dari data
Sakernagdan satu indikator yang bersumber dari pubskeutinBPS, yaitu

Statistik Indonesia.
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